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ABSTRAK

Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yergs dilakukan,
karena pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yemg penggarisan dan pedoman
tentang cara-cara yang diberikan Undang-Undangkuntembuktikan kesalahan
yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hukum aparapuktian diatur secara
rapid an dijadikan acuan oleh hakim untuk membuaktikkesalahan yang
didakwakan. Tetapi dalam kenyataan di pengadilambpétian sering diwarnai
dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan Bairing dengan
perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, badegaatu yang tidak dapat
dilihat juga dapat dibuktikan dengan bantuan ilrengetahuan dan teknologi.

Misalnya, tehadap kasus korupsi yang saat ini geenadi di Indonesia,
sangat sulit untu membongkar atau melakukan pdmndkarena memang kasus-
kasus korupsi sangat sulit untuk dibongkar, sel@anggmerlukan inovasi baru untuk
mengungkap kasus korupsi tersebut. Salah satunygadepenyadapan yang
dilakukan oleh ilmu teknologi untuk melakukan petgpan terhadap seseorang
yang dicurigai melakukan tindak pidana. Penyadapaig kemudian penelitian yang
dilakukan oleh ahli tersebut dipakai untuk mengeitapakah seseorang benar-benar
melakukan tindak pidana tersebut. Akan tetapi datarkum pidana islam, tidak
diterangkan secara jelas mengenai pembuktian desdgambukti sadap ini, padahal
dengan adanya penyadapan tersebut bisa mengungkag pidana yang terjadi.
Oleh karena itu dalam skripsi ini akan dibahas meagkedudukan dan kekuatan
alat bukti sadap dalam hukum pidana islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaabrgty research) yang
bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum islaerhadap kedudukan dan
kekuatan alat bukti penyadapan, sehingga peneiniabersifat deskriptif analitik.
Dalam penelitian ini menggunakan metode analidia Kiaalitatif, sehingga nantinya
diharapkan dapat menganalisis dengan jelas tinjallakum islam terhadap
kedudukan dan kekuatan alat bukti sadap dengarktplmgumpulan data melalui
penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yangtaerdlangan permasalahn yang
dimaksud.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan lBapenyadapan dalam
tinjauan huku islam masuk dalam alat bukti tuligsurat), alat bukti pendapat ahli
(al-Khibrah), alat bukti garinah (petunjuk), alatkh al-igrar 9kesaksian), serta alat
bukti al-bayyinah (fakta kebenaran). Penyadaparupadan alat bukti yang tidak
mengikat bagi hakim, sehingga penyadapan merupalenbukti pelengkap saja.
Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu dimana kyaktg ada hanyalah rekaman
saja, maka penyadapan yang dapat dikeluarkan iwelahli teknologi merupakan
bukti pokok yang hatus dipegangi oleh hakim. Seajngenyadapan merupakan
suatu kebutuhan ad-daruriyyah sebagi realisasi &lamm@an manusia guna suatu
kepentingan keadilan
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yartipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat tkispn Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rdpuhtionesia Nomor :
158/1987 dan 0543b/U/1987.

I.  Konsonan Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

\ alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan

- ba’ b be
o ta’ t te
< sa’ 5 es (dengan titik di atas
@ jim ] je
ha(dengan titik di
< & b bawah)
z kha’ kh ka dan ha
2 dal d de
3 zal z zet (dengan titik di atas
D ra’ r er
J zai z zet
g sin S es
Y syin sy es dan ye
e » : es (dengan titik di

bawah)




L dad q de (dengan titik di
' bawah)
35 ta’ t te (dengan titik di bawah
I i , zet (dengan titik di
bawah)
¢ ‘ain y koma terbalik di atas
E gain g ge
S fa’ f ef
3 qaf q q
< kaf k ka
J lam 1 ‘el
e mim m ‘em
J nun n ‘en
3 waw w w
® ha’ h ha
¢ hamzah ‘ apostrof
&G ya’ y ye
II.  Konsonan Rangkap karenaSyaddahditulis rangkap
& ditulis sunnah
ide ditulis ‘illah
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[ll.  Ta Marbuatah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis dengah

a3l ditulis al-Ma'idah
daadlul ditulis islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yandah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan selpagakecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandangl™ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengarh.

)il & las ditulis muqaranah al-mazihib

IV. Vokal Pendek

1. C .. fathah ditulis a
2. ST kasrah ditulis [
3. A dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif ditulis a
Ol ditulis Istihsan
2. fathah +ya' mati ditulis a
il ditulis unsa
3. kasrah + ¥ mati ditulis i
) sl=l) ditulis al- Alwani
4. | dammah+ wawu mati ditulis u
?Jk‘ ditulis ‘ulum
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VI. Vokal Rangkap

1. fathah + ya’' mati ditulis ai
TS ditulis gairihim
2. fathah + wawu mati ditulis au
J g ditulis gaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisakan dengan Apostrof

ezsﬁ ditulis a’antum
Caae ditulis u'iddat
a3 S oAl ditulis la’in syakartum

VIIl. Kata Sandang Alif +Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyahditulis al -

ol al ditulis al-Qur’an

oelaall ditulis al-Qiyas

I

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyalyang mengikutinya, serta menghilangkan hur(gl)nya.

Al Hl) ditulis Ar-Riszlah

<l ditulis An-Nis?’

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
Il Jal ditulis ahl al-Ra'yi

aad) Jal ditulis ahl as-Sunnah
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BAB |

PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidupsesugi dengan perintah
Allah SWT dalam Al-quran dan tuntutan Rasullah SAd&lam sunnah. Setiap
muslim diwajibkan untuk menempuh kehidupannya sedeagan ketentuan Al-
quran dan sunnahKarena itulah seorang muslim senantiasa mempeatigkan
setiap langkah dan perilaku sesuai dengan akaltrseghasehingga dapat
memisahkan antara perbuatan yang dibenarkan ( halahgan perbuatan yang
dilarang ( haram 3, serta semu akibat dari perbuatannya baik berupelaa
maupun sanksi hukum di dunia dan akhirat.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Hukum Ridslam, dikenal
dengan sebutan jarima atau perbuatan pidana. iBjagarima harus mempunyai
unsur-unsur yang harus dipendhjaitu nass yang melarang perbuatan atau yang
diancam hukumnya.

Namun pada kenyataannya, walaupun telah ada ancdararhukuman

yang telah ditetapkan oleh syara barbpdd danta’zir* akan tetapi masih banyak

! Abdurrahman ITindak Pidana dan Syari'at Islanalih bahasa Wadi Mastuti dan Basri Iba
Asqharyé (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992 ), hiiin.V
Ibid.
¥ Ahmad HanafiAsas-Asas Hukum Pidana Islafakarta : Bulan Bintang, 1967 ), hiid
4 Hadd adalah suatu hukuman yang telah ditentunkan gletasehingga terbatas jumlahnya.
Sedangkana,zir yaitu hukuman yang belum terdapat di dalam syatsingga hukuman ini ditentukan
oleh penguasa.



orang melakukan perbuatan yang dilarang atau meaikgn perbuatan yang
diperintahkan-Nya.

Sebagaimana kita ketahui, setiap pelanggaran akleenakan sanksi
(hukuman ), baik dalam hukum pidana positif maupukum pidana islam. Dalam
menetapkan suatu hukuman diperlukan adanya pemabukilang wajib
disampaikan di depan pengadilan. Untuk dapat dikamuya bukti-bukti tersebut
maka harus dilakukan tahap penyelidikan terlebilhuda yaitu suatu proses
pencarian dan pengumpulan barang bukti, mengideif tindak pidana yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

Perlunya pembuktian ini adalah sebagai langkah kumhenegakkan
kebenaran dan keadilan. Dengan demikian hukum tidhgerbolehkan
menjatuhkan vonis bila belum mendapatkan bukti ypatgs dan otentik yang
menunjukkan bahwa kasus itu merupakan pelanggatamh

Perintah untuk berbuat adil :

6 oba¥l s Jaad Ly palh i 1 3y

Dalam kaitannya dengan dunia peradilan, maka tadkan lepas dari yang
namanya alat bukti. Dalam syari'at islam alat bukfipat berupa iqgrar (

pengakukan ), syahadad ( kesaksian ), yamin ( sommpagasamabh, ilmu

®> Nur,aini A.M, Hukum Acara Pidana Yogyakarta : Fakultas Syari,ah IAIN Sunan Kai,
2003), him. 17.
® An-Nahl (16): (90).



pengetahuan hakim, dan garinah ( tanda-tant&§dangkan didalam hukum
positif alat bukti dapat berupa keterangan saksiedangan ahli, surat, petunjuk,
dan keterangan terdakWaYang pada perkembangan selanjutnya terjadilah
perubahan tentang adanya alat bukti yaitu sadapdateumen penyadapan yang
tertuang di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undangaldg No. 11 Tahun 2008 (
Undang-Undang Informasi dan Transaksi ElektronikJjidang-undang tersebut
mengikuti perkembangan kebutuhan hukum yang adalathm masyarakat.
Dengan adanya alat bukti sadap ini diharapkan mampamenuhi dan
mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum mé&sgardalam rangka
mencegah dan memberantas bentuk pelanggaran yaag mi@rugikan Negara
khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 khususnya pasghb(d) dan (2)
mengatur tentang alat elektronik yang dapat digdiklat bukti yang selama ini
hanya digunakan sebagai alat pelengkap bagi apemtlisian dalam proses
penyelidikan.

Menurut rumusan yang ditetapkan dalam Undang-Undafaymasi dan
ransaksi Elektronik pasal 5 ayat (1) ( 2 ), mémgeentang alat bukti yakni :

Pasal 5 ayat (1) : Informasi elektronik dan atakudeen elektronik dan atau hasil

cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.

" TM. Hasbi Ash ShidieqyPeradilan dan Hukum Acara Islartbandung : Al-Maarif ), him.
116.
8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidarizasal 184.



ayat (2) : informasi elektronik danwatdokumen elektronik dan atau hasil
cetakannya, merupakan perluasan dari alat bukiy wam sesuai dengan hukum
acara yang berlaku di Indonesia.

Di dalam KUHAP dinyatakan sebagai alat bukti adaksdksi, surat,
keterangan ahli, petunjuk, dan pengakuan. Sekaktdpukti tersebut mengalami
perluasan dimana hasil elektronik khususnya dokumpemyadapan merupakan
salah satu alat bukti yang pada awalnya hanyaikigadialam proses penyelidikan
atau sebagai pelengkap. Sedangkan di dalam hukam disebut alat bukti yang
bersifat qarinah. Qarinah ini sebagai alat buktigyaah di dalam suatu perkara.

Proses hukum yang kurang maksimal dalam suatu dsdikngkali
membuat pelaku lepas dari jeratan hukum. Pembuktiemupakan suatu hal yang
sering membuat lepasnya pelaku dari jeratan huknirdikarenakan kurangnya
alat bukti sehingga mengakibatkan lepasnya tersangk

Kaitannya dengan alat bukigarinah sebuah penemuan baru yakni
penyadapan. Dimana penyadapan ini mampu membetiastribusi besar
terhadap aparat dan praktisi hukum dalam mencadi &kebenaran perkara baik
perdata maupun pidana.

Hasil elektronik ini yakni proses mengidentifikasitau menyelidiki
berdasarkan informasi yang diucapkan, dikirim, rdit@, atau disimpan secara
elektronik dan alat optik atau yang serupa dengandan dokumen yaitu setiap
rekaman data maupun pembicaraan atau informasi gapat dilihat, dibaca atau

didengar yang dapat dikeluarkan dan atau tanpaibarguatu sarana, baik yang



tertuang di atas kertas, benda titik apapun sétamas maupun yang terekam
secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gaetla lainnya yang memiliki
makna.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknohegnbuat para
pelaku tindak pidana dengan leluasa melakukanakangstau perjanjian melalui
alat komunikasi khususnya telepon. Dengan adargtapehyadapan ini tentunya
segala sesuatu yang terekam di dalamnya secarurkdsan dapat dijadikan alat
bukti yang kuat. Namun, harus melalui proses péwmaan dan identifikasi
terlebih dahulu yaitu melalui tes elektronik apaksimra atau hasil rekaman
merupakan suara dari pelaku tindak pidana.

Hasil dari rekaman inilah yang kemudian akan diadisebagai alat bukti
suatu kasus tindak pidana. Sebenarnya hasil dkanran ini hanya bersifat
menerangkan, mengambil kesimpulan dari bukti yamgutifikasi. Jadi, para ahli
tekhnologi maupun dari praktisi hukum mempunyaeKedtasan yakni oleh fakta
yang ada serta keterbatasan pada keahlian yangkdioieh ahli elektronik. Ahli
elektronik hanya dapat menyimpulkan dari fakta yaada berdasarkan
keahliannya serta tidak diperbolehkan adanya kegara yang bersifat hanya
dugaan belaka.

Perlunya pembuktian ini menunjukkan bahwa salabh sata mencapai
keadilan hukum yaitu menyertakan atau mengemukakdsi atau bukti-bukti
yang mengungkap kebenaran dan menjelaskan pihaff ganar. Para ulama

sepakat bahwa hakim tidak boleh menetapkan hukuwunakeapabila telah ada



bukti-bukti yang menetapkan haknYy&ehubungan dengan perannya itu, maka
hasil penyadapan dapat dijadikan bukti untuk meggap tindak kejahatan baik
yang berupa tindak pidana maupun perdata dalamaypeyegakan hukum.

Melihat kondisi yang demikian, maka penyusun téctantuk mengkaji
permasalahan alat bukti penyadapan dalam tinjauakunh islam, apakah
penyadapan dapat menjadi alat bukti dalam suatik deingan merujuk pada
kefleksibelan dan keluwesan hukum islam itu sendiri

Dengan demikian, melalui pembahasan ini diharapapat ditentukan
gagasan-gagasan baru atau pemikiran mengenai pasapalbukti-bukti baru

dalam suatu tindak pidana.

B. Pokok Masalah
Dari latar belakang yang telah diuraikan terseimaka dapat dirumuskan
permasalahan yang dikaji dalam studi ini, yaitu bagaimana kedkaiu dan
kekuatan alat bukti sadap dalam pasal 5 UU No.abhiirt 2008 menurut hukum

pidana islam ?

® Mahmud Saltut dan M. Ali As-SyayiMugaramah al-Mazahib fil Fighalih bahasa Ismuha,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1973), him. 289.



C. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan
- Mengetahui kedudukan dan kekuatan alat buktisa@dam pasal 5 UU No.
11 tahun 2008 menurut hukum pidana islam.
2. Manfaat
a. Manfaat teoritis
1. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompéttasusnya
praktisi hukum dalam upaya merangsang penggalidurhuyang
lebih sesuai dengan keadilan.
2.  Menambah sumbangan pemikiran pada ilmu pengetatiubitdang
ilmu hukum dan khususnya hukum pidana yang tertkeeb#ang.
b. Manfaat praktis
1. sebagai sumbangan tehadap perkembangan wacana Kmiausnya
bagi penyusun dan masyarakat pada umumnya yamgikedengan

pembahasan ini.

D. Telaah Pustaka
Pemikiran kritis yang dibangun dan dikembangkansidi diharapkan
dapat merangsang minat para kalangan intelektualimserta peneliti lainnya.
Untuk melakukan kajian dan analisa yang lebih kamgresif terhadap konsep
hukum pidana islam dan tentunya relevan bagi keiduumat manusia

khususnya di Indonesia.



Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusurkadakudiskursus
seputar pembuktian dan alat bukti telah banyakadgihan dalam bentuk tulisan
oleh para ahli. Tetapi pembahasan tentang pemiouiia alat-alat bukti sadap
masih sedikit menjadi bahan pembicaraan mereka.

Diantara beberapa karya ilmiah penyusun temukantatianya skripsi
Hidayatul Rohmah dengan judul Sidik Jari sebagditBdialam Tindak Pidana
ditinjau dari Hukum Islanl® Membahas pembuktian dengan menggunakan sidik
jari untuk kasus pidana. Dengan demikian skripsseteut menjelaskan secara
umum penggunan bukti sidik jari, sedangkan karys ang penyusun bahas
bukan pembuktian tindak pidana dengan bukti sisik, jmelainkan dengan
pembuktian alat bukti sadap.

Skripsi Tes DNA sebagai Alat Bukti Zina dalam Peidg Hukum Islam,
karya Muhammad Habib. Membahas pembuktian zina afengs DNA'
sedangkan yang penyusun bahas bukan tes DNA alegn penyadapan sebagai
proses pembuktian dalam seluruh kasus tindak pidana

Buku Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam Basitif yang
disusun Anshoruddin, menjelaskan macam-macam aikti imenurut hukum
acara islam yang bersumber dari nas al-Qur,an atabadist dan juga menurut

hukum positif.

19 Hidayatul RohmahSidik Jari sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Diinjdari Hukum
Islam (Skripsi tidak diterbitkan: Fakultas Syari’ah,02)

1 Muhammad HabibTes DNA sebagai Alat BUkti Zina dalam perspektikito Islam
(Skripsi tidak diterbitkan: Fakultas Syari'ah, 2002



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-dgdiio 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektraerta buku-buku, jurnal
dan artikel lain yang ada relevansinya dengan psaifahan yang dikaji.

Sejauh ini belum ada beberapa karya di atas betlanyang membahas
secara komperhensif dalam pembuktian alat bukt@satengan menngunakan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kerangka Teoritik

Ajaran islam diturunkan Allah SWT, guna menjamirhikipan manusia
baik di dunia maupun di akhirat kelak agar dapahcapai kesejahteraan dan
kemaslahatan serta kebaikan ( maslahah ) umat matwsendiri dalam segala
aspek kebutuhan hidupnya.

Sebuah kajian maupun penulisan hasil penelitian g yatapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah harus didasgpkala satu atau beberapa
teori yang sudah ada sebelumnya. Secara globdhskpn, tujuan penerapan
hukum islam dalam menetapkan hukum adalah untukakkmatan manusia
secara keseluruhan. Kemaslahatan itu dapat diwajudipabila kelima unsur
pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima ungokok itu adalah agama,
jiwa, keturunan, akal, dan harta benda yang terlmaghjadi tiga tingkatan

kategori yaitu, dharuriyat, hajiyyat, tahsiniyyat.

12 Dharuriyyat ialah suatu maslahah menjadi keharusan dalam rakkey agama dan
akhirat di mana ketika maslahah tersebut tidakuprey maka kebaikan-kebaikan urusan dunia tidak
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Apabila seseorang melakukan tindakan melanggarrnukuaka haruslah
diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, salalpsases yang harus dilalui

dalam hukum positif adalapenyidikanyaitu “ Serangkaian tindakan mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersefembuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan rigksaya™ yang
merupakan tahap memperoleh barang bukti untuk mamelaku di persidangan
nantinya. Dalam undang-undang No. 40 tahun 2004angn kekuasaan
kehakiman yang terdapat dalam pasal 6 ayat ( Rendikakan “ Tiada seorang
pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadikarena alat bukti yang sah
menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahweorses) yang dapat
bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatag wnduhkan kepada
dirinya”. Hal ini juga sejalan dengan asas legalyang merupakan salah satu

asas dalam hukum pidatfaDalam hukum islam pun terdapat asas legalitas,

dalam Al-Qur’an Allah berfirman :

akan langgeng, bahkan akan rusak dan roboh, kemd@idupan akan sirna, serta dalam urusan
akhirat keselamatan dan kenikmatan akan lepaseatabdli dalam keadaan merugi.

Hajiyyat maknanya adalah kemaslahatan itu sangat dibutubk&ina kelapangan dan hilangnya
kesempitan yang umumnya mendatangkan kesulitanydag berkaitan dengan hilangnya tuntutan
agama. Apabila maslahah trsebut tidak diralisasikaaka kesulitan akan menimpa mukallaf, tetapi
kesulitan tersebut tidak sampai kepada batas Kansgang biasa terjadi dalam kebaikan-kebaikan
secara umumTahsiniyyatartinya mengambil kemaslahatan dengan sesuatu ggaglukan dari
kebaikan-kebaikan secara umum dan diperlukan kdidaah yang longgar yang menjadikan akal
sempurna dan bisa mendatangkan kemuliaan akhlakt Bbdul Wahab Khallaf, IImu Ushul Figh,
alih bahasa Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh, TalidMlansoer, cet. Ill, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1993), him. 331-333.

13 YU No. 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undamgjuth Acara Pidana, pasal 1 ayat

14 Asas ynag mengemukakan seseorang tidak dapatadipiflka tidak ada kesalahan,

tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHAP.
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1 e e . . .
wyjuz_pc;mu,gm\_\suj

Dari sini dapat diambil kesimpulan seseorang dalieénai sebuah hukuman
jikalau benar-benar telah terbukti melakukan seliimtakan yang dilarang baik
itu dalam hukum pidana islam maupun positif, sepangujuan hukum dapat
tercapai yaitu melindungi dan menyelamatkan indivatas adanya kejahatan
dalam masyarakat atau dengan kata lain untuk mengayasyarakat.

Berbicara mengenai pembuktian yang merupakan seolehukur bagi
seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya, aderdpeb teori atau sistem
pembuktiait® yang ada yaitu :
a.Conviction-in Time, adalah sistem pembuktian yang menentukan salah

tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh Ip@nekeyakinan hakim.
Dalam sistem ini keyakinan hakim sangat menentukatah tidaknya
terdakwa, dari mana hakim menarik dan menyimpulkayakinannya tidak
menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan dagatbil dan disimpulkan
dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam persidgamgbisa juga hasil
pemeriksaan alat-alat bukti yang diabaikan hakimn dangsung menarik

keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakalamd menjatuhkan

hukuman terhadap terdakwa.

15 Al-Israa’ (17) : 15.
16 . H
M. Yahya HarahapPembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pksae

sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjakeambalj edisi kedua. Cet ke-9 (Jakarta: Sinar
Grafika, 2007), him. 277-278.
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b. Conviction-Raisonee, dalam sistem ini keyakinan hakim juga memegang
peranan penting dalam menentukan salah tidaknyiakem. Akan tetapi,
dalam sistem ini keyakinan hakim dibatasi yakni dtéyan hakim yang
digunakan dalam memutuskan perkara harus didasmgath alasan-alasan
yang dapat diterima. Hakim wajib menguraikan damjeiaskan alasan-alasan
apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahakwead

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif,  yaitu sistem
pembuktian yang didasarkan pada alat-alat buktg yafah ditentukan dalam
undang-undang. Apabila syarat-syarat dan ketentpambuktian sudah
terpenuhi, hakim dapat langsung menjatuhkan vonigumman terhadap
terdakwa tanpa melihat keyakinan hakim. Intiyna ppektian dalam sistem
didasarkan undang-undang yang ada semata dan ligimn hanya sebagai
pelaksana dari undang-undang.

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sistem pembuktian
ini merupakan penggabungan dari sistem pembuke&ara positif dengan
sistem pembuktian menurut keyakinan. Menurut sistamhakim dalam
menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa harus d#paitikan dengan cara
dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-gndanta sekaligus
keterbuktian itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalatesispembuktian

menurut undang-undang secara negatife yang temedmiam pasal 183

KUHAP, untuk menentukan salah atau tidaknya seotangakwa dan untuk
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menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kesalahannyaktedengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim haramperoleh keyakinan
bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdkltw yang bersalah
melakukannya. Kewenangan mengumpulkan alat buktimetia aparat hukum
yaitu polisi diteruskan kepada jaksa Negara unalangutnya diserahkan kepada
hakim untuk menilai alat bukti tersebut sebagaiasar untuk menjatuhkan
hukuman:’

Seperti yang telah dikemukakan diawal bahwa sakh gang dapat
menjadi alat bukti dalam suatu tindak pidana adadahyadapan. Dimana di
dalam hukum islam penyadapan sering disebut al&ti lqarinah, karena
penyadapan dapat memberikan tanda-tanda dalamtswil pidana.

Orang sering menyebut alat bukti garinah dengansapgkaan (
vermoeden ) atau dalam lingkungan peradilan umwsebdit dengan petunjuk-
petunjuk ( aanwijzingen ), sedangkan Hasbi ashi&ydmengartikan garinah
sebagai “ Tanda-tanda yang dapat menimbulkan kegaki®

Dalam suatu tindak pidana biasanya ada hal-hal ylpat dijadikan
petunjuk dalam pengungkapan suatu kasus tindak@jdselain adanya bukti-
bukti lain seperti pengakuan saksi, surat tertulan pada perkembangan

selanjutnya tekhnologi pun dapat mengungkap suatlak pidana yang terjadi

7 Lihat KUHAP pasal 183 “ Hakim tidak boleh menjdtah pidana seorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang aahemperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalay parsalah melakukannya.”

18T M. Hasbi Ash ShidiegyPeradilan Dan Hukum Acaradim. 134.
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salah satunya dengan penyadapan. Dengan bisakdijaga hasil penyadapan
sebagai alat bukti memberikan angin segar bagi pareegak hukum, karena
selama ini suatu tindak pidana terkadang sulitkurancari alat bukti.

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologkansgmakin banyak
pula tindak pidana yang dilakukan. Dengan menggamakedia elektronik para
pelaku tindak pidana dengan leluasa melakukan Kkingédana tanpa
sepengetahuan pihak lain. Hal ini dilakukan karemedia elektroniklah yang
dianggap paling aman untuk melakukan tindak pidana.

Dengan adanya penyadapan, semua pembicaraan yaad) disadap
tersebut bisa jadi merupakan sesuatu yang bisanjukikan siapa pelaku tindak
pidana tersebut, atau dengan kata lain dengan malgja pembicaraab maupun
gambar yang terjadi menjadi sebuah petunjuk yanggarah pada pengungkapan
tindak pidana tersebut.

Kalau dilihat dari segi macamnya alat bukti, malenyadapan dapat
digiyaskan dalam alat bukti garinah. Adapun yangudakan adalah qiyas
musawi, yaitu giyas hukum yag ditetapkan furu’ seldag dengan hukum yang
ditetapkan pada a$l.Sesuai dengan giyas itu, sadap mempunyai “ill&tiru
yang sama dengan garinah, yakni sama-sama membagguk-petunjuk atau

tanda-tanda. Hanya saja sadap lebih bersifat gpgsikni membaca petunjuk-

19 Kamal Muchtar dkkUshul Figh jilid 1, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995)nhl137-

138.



15

petunjuk atau indikator-indikator yang terdapat dalam sebuah media
komunikasi elektronik.

Peranan alat bukti garinah dalam pembuktian tinga#tana bisa
mencakup apa saja yang dapat dijadikan petunjukndgdengungkapan kasus
yang terjadi. Adanya rekaman data atau informasgydapat dilihat, rekaman
pembicaran yang dapat didengar serta segala semrajudapat terekam secara
elektronik bisa dijadikan alat bukti yang kuat smtemelalui proses pemeriksaan.
Pada proses selanjutnya alat bukti al-kibrah mengegeranan penting, karena
untuk memeriksa hasil rekaman tersebut tentunyaridigan seorang ahli (
keterangan ahli ) dibidang elektronik kecuali perabhan dalam rekaman
tersebut diakui oleh terdakwa bahwa suara dalamnmak tersebut adalah suara
dirinya.

Pembuktian dengan memanfaatkan alat sadap addih sstu langkah
merespon perkembangan zaman, dimana format qatéteth termaktub dalam
Al-quran maupun hadist dapat diaktualisasikan ag@pat bersifat responsife
terhadap perkembangan zaman.

Kaidah ushul itu mengindikasikan bahwa setiap pmmah masa
menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan nuasdait ini mempunyai
pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatunhydmg didasarkan pada
kemaslahatan itu. Karena bagaimanapun juga hukunmushamampu

mengakomodasi problematika masyarakat seiring depgekembangan zaman.
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Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adaldirary research ( penelitian

literature kepustakaan yang terkait dengan obyekelg@an ). Artinya suatu
bentuk penelitian yang sumber datanya dari kepaat#R Dengan kata lain
bahwa penelitian ini menggali persoalan dari liarditeratur saja, dalam
konteks kualitatif diupayakan proyeksinya kepadat&kstualisasi dan hasil-hasil
penelitian yang dicapai. Karena penelitian ini ablapenelitian kepustakaan,
maka penelitian ini lebih banyak dilakukan dengaembaca literatur yang
kaitannya dengan masalah yang dibahas, terutanaandaab pembuktian alat
bukti sadap.
2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Ekeiptif adalah penelitian
yang dapat menghasilkan gambaran dengan mengurtikemfakta®® Sedang
analitik bersifat fakta-fakta kondisional dari swatperistiwa®® Hal ini
dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yanljidsecara gamblang dan
terfokus tentang kedudukan dan kekuatan alat lsddap dalam suatu tindak

pidana.

2 Suryo SukamtaPengantar Penelitian Hukuneet. Ke-3 (Jakarta: Ull Press, 1986), him.

13.

21 ki
Ibid
2 Noeng Muhajir,Metode Penelitian Kualitatif(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), him.

140.
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3. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusungusiskii adalah
metode dokumentasi, yaitu mencari data yang bekaitengan hal-hal atau
variable yang berupa catatan, buku-buku, dan Em4decara terperinci. Teknik
pengumpulan data dalam skripsi ini adalah sebaagédui :

a. mengumpulkan data dan mengamatinya terutama dagkdselengkapannya
data dan validitasnya serta relevansinya dengaa pambahasan.

b. Mengkualifikasikan dan mensistematiskan data keerudiiformulasikan
sesuai dengan pokok-pokok permasalahan.

c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data yandhteli&larifikasikan dan
disistematiskan dengan dalil-dalil, kaidah-kaidadori-teori, dan konsep-
konsep pendekatan yang sesuai dengan data-datk um&mperoleh
kesimpulan yang valid.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ygimerlukan adalah
dengan jalan menggunakan beberapa data, diantaralaa primer ( data yang
berasal dari Al-Quran, hadist serta undang-undartata sekunder ( data yang
berasal dari buku-buku serta literatur-literaturngaada kaitannya dengan
permasalahan ), dan data tersier ( data yang bel@s&amus, enklipodia ).

4. Analisis data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang tlampun, maka

penyusun perlu dan berusaha menganalisis dengéndes selektif. Adapun

analisis data yang digunakan dalam pembahasadatala deduktif dan induktif.
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Induktif yaitu cara berfikar dengan berangkat daktor-faktor yang khusus atau
peristiva yang kongkrftt Dalam hal ini penyusun mengemukakan berbagai
pendapat fugoha dengan ilmuan yang berkaitan dengasalah pembuktian
penyadapan dan kemudian dari faktor-faktor perestpang khusus atau kongkrit
itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifaum.

Sedangkan deduktif yaitu cara berfikir dengan manggan analisa yang
berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni HQartitik tolak pada
pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian ldfdsbalam hal ini
penyusun mengemukakan berbagai pendapat fugohiéndaman yang berkaitan
dengan masalah penyadapan. Dari pendapat umunbuerdigarik kesimpulan
bersifat khusus.

5. Pendekatan masalah
Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan :

a. Pendekatan normative

Yaitu cara pendekatan suatu masalah yang sedaeiigj déengan melihat
berdasarkan nash-nash Al-Quran maupun hadist umesbenarannya
maupun dalam pembenaran atas masalah yang sedglitg di

b. Pendekatan yuridis
Yaitu cara mendekati masalah yang sedang ditefitddsarkan pada

hukum pidana islam yang nantinya digunakan untukgaealisis tentang

% Sutrisno HadiMetodologi Research{Yogyakarta: Andi Offset, 1986), him.42.
** 1bid. him.36.
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pembuktian penyadapan apakah sudah sesuai dengesip ppembuktian

menurut hukum pidana islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan jelakansistematika
pembahasan ini penyusun menyusun sebagai berikut :

Bab pertamapendahuluan yang meliputi latar belakang masalakok
masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, dterateoritik, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penyusun ketengahkan pembuktian dan alat buki@ndal
hukum islam dan hukum positif. Pembahasan dimulangdn pengertian
pembuktian, dasar-dasar hukum pembuktian dan matacam alat bukti dalam
hukum pidana islam dan hukum positif.

Bab ketiga penyusun uraikan tinjauan umum penyadapan dalaal pa
UU No.11 2008.Yang diawali dengan pengertian dagalis penyadapan,
kemudian proses identifikasi dan pembuktian deradainbukti sadap.

Babkeempamerupakan inti dari penelitian skripsi ini yaknenganalisis
hukum pidana islam terhadap alat bukti penyadayaity berupa kedudukan dan
kekuatan alat bukti sadap.

Bab kelimaadalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhirsiaipsi,

yang berisi kesimpulan secara keseluruhan pembalasasaran-saran.
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TINJAUAN UMUM PEMBUKTIAN

A. Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Islam
1. Pengertian dan dasar hukum pembuktian

Tujuan dari acara pidana adalah untuk menentukatu s«ebenaran dalam
pemeriksaan perkara pidah@ari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa tujuan dari acara pidana adalah untuk meka&mtsuatu kebenaran dan
berdasar atas kebenaran itu akan ditetapkan suatusgm hakim yang
melaksanakan suatu peraturan hukum pidana.

Dari pengertian di atas timbul suatu persoalan ysempat penting, yaitu
bagaimana hukum dapat menetapkan tentang adangaddain dalam suatu tindak
pidana? Untuk menjawab soal tersebut, maka pen#uktierupakan suatu hal
yang tidak bisa ditinggalkan dan sangat menentukénk menemukan kebenaran
yang sedang dicari oleh hukum. Dengan kata lainvadienar atau salahnya suatu
permasalahan perlu dibuktikan terlebih dahulu. Karebegitu pentingnya
pembuktian ini, maka setiap orang tidak berhak kimhenjastifikasikan begitu
saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensibpktian ini adalah untuk

menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salahndgdanilaian.

! Wirjono PrododikoroHukum Acara Pidana Di Indonesiaet. Ke-10 (Bandung: Sumur
Bandug, 1980), him34.

20
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Dalam hukum islammengenai prinsip-prinsip pembuktizdak banyak
berbeda dengan perundang-undangan yang berlalamdiremodern sekarang ini.
Dari berbagai macam pendapat, pembuktian adalah puases mempergunakan
atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat Guktuka persidangan sesuai
dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampyatkiakan hakim terhadap
kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugataau adalil-dalil yang telah
dikemukakan oleh pihak law&rDalam hal ini perbedaannya antara hukum positif
dan hukum acara islam, dasar hukum pembuktian laddt®ur’'an, hadist dan
ijtihad >

Yang dimaksud dengahmembuktikan sesuatu memberikan keterangan
dan dalil sehingga dapat menyakinkan Sedangkan glangksud dengan yakin
adalah sesuatu yang diakui adanya, berdasarkanpeagalidikan atau dalil. Dan
sesuatu yang sudah diyakinkan adanya tidak bisgaperterkecuali dengan
datangnya keyakinan yang IdirHal ini tertuang dalam firman Allah sebagai

berikut :
Lo adle ) ) G Ball e ¥ lal) (JLlaY) a5 miidla

5.
O slady

2 Anshoruddin, Hukum Pembuktian menurut Hukum acara Islam dan HukRosotif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), him.15.

*Ibid, him. 122.

4 Hasbi ash-ShiddigieReradilan dan Hukum Acara IslaniSemarang: Pustaka Rizki Putra,
2001). him. 129.

® Yunus (10) : (36)
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Menurut R. Subekti bahwa yang dimaksud dengan mktikn adalah
menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau-dalil yang dikemukakan
dalam suatu persengketdan.

Menurut Subhi Mahmasani adalah “mengajukan alasan rdemberikan
dalil sampai kepada batas yang menyakinkan”. Yantgaksud menyakinkan di
sini adalah apa yang menjadi ketetapan atau kegrutatas dasar penelitian dan
dalil-dalil itu.”

Dari beberapa pengertian yang diungkap oleh pdizhakum tentang arti
pembuktian sebagaimana disebutkan di atas, makat diigimpulkan bahwa
pembuktian adalah suatu proses mempergunakan lalatakti di muka
persidangan sesuai dengan hukum acara yang berksdingga mampu
menyakinkan terhadap kebenaran dalil-dalil yangjatemlasar gugatan atau dalil-
dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentargerkaran dalil-dalil yang
telah dikemukakan oleh pihak lawan.

Selanjutnya, agar seorang hakim dapat menyelespi&ara yang diajukan
kepadanya dan penyelesaian itu memenuhi tuntutadilke, maka hakim wajib
mengetahui hakekat dakwaan atau gugatan serta mbogehukum Allah
terhadap gugatan terseBugehingga keputusan hakim benar-benar mencerminkan

keadilan.

® R. SubektiHukum Pembuktiarecet. Ke-15 (Jakarta: Pardyna Paramitha, 2006), hl

" Subhi Mahmasankalsafah at-Tasri'fil Islam (Beirut: Al-Kasyaf,1949), him.220.

8 M.Salam MadkurAl-Qada fil Islam alih bahasa Imron AM, cet. Ke-4 (Surabaya: Bina
1Imu,1993),him.92.
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Bagi para pihak yang berpekara di pengadilan aggpatd terkabul
permohonannya atau terpenuhi hak-haknya, maka pdrak tersebut harus
mampu membuktikan bahwa dirinya mempunyai hak @éew@da dalam posisi
yang benar. Dengan demikian dalam pembuktiannyaosssg harus mampu
mengajukan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pektian didasarkan pada

firman Allah yang berbunyi :
< gall eSa;\ sl eS.\.uaJ\.@_a.I il
Cuaa ol () oS e (g Ol JAle 5l aSia Jae) 53 Uildpa sl (o
9 alldypae aSilals (Yol
Ayat di atas mengandung makna bilamana sesorarangdubrpekara atau
sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak m@mbuktikan hak-

haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang diparatihg

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan paatiis sebagai berikut :

10 Sl Gasle (pail se ool sledipl

Makna hadist di atas dapat dipahami bahwa barama stang mengajukan
perkara untuk menuntut haknya, maka orang itu hamasnpu membuktikan

dengan menyertakan alat-alat bukti yang menduksirgugatannya.

° Al-Maidah (5) : 106
19 Hasbi ash-Shiddigideradilan dan Hukum Acara IslartSemarang: Pustaka Rizki Putra,
2001), him.127-128.
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Apabila si penggugat tidak mampu membuktikannya angkigatannya
ditolak atau tidak dapat diterima sehingga si tgegbebas dari segala beban dan

tanggung jawab. Ini didasarkan kaidah :
sl daat

Meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengarsur
sebjektifitasnya, namun acara tersebut muthlak shadiadakan. Karena
pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagapakim dalam menyusun
putusannya. Seorang hakim tidak boleh hanya beildas&eyakinannya belaka
akan tetapi harus pula disandarkan kepada dalllydadg dikemukakan para pihak
yang bersengketa yang merupakan alat bukti.

Hakim apabila muthlak menyandarkan pada keyakirzga tenpa alat-alat
bukti lainnya, akan berakibat terjadinya tindakasdwenang-wenangan, karena
keyakinan itu sangat subyektif. Maka itu sewajalayaapabila dari dalil-dalil
yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itnjadedasar pertimbangan
juga bagi hakim agar dapat tercapai suatu keputyesag obyektif.

Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semasay@ menuduh orang
lain tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhariyanya kewajiban ini akan
mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lefaahgugatan yang asal

gugat.

1 As-Suyuti,Al-sybah wa an-Nada(Beirut: Dar Al-Fikr,1995), him.40.
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2. Jenis-jenis Alat Bukti dalam Hukum Islam
Setiap sengketa atau perkara yang diajukan di npekeadilan haruslah
disertai dengan alat bukti yang sah menurut undexaitng yang berlaku, baik itu
dalam hukum islam maupun hukum positif yang namtidiygunakan oleh hakim
dalam memutuskan perkara yang jadi masalah. Segiagan pembuktian, alat
bukti dalam hukum islam adalah sebagai berikut :12
Alat-alat pembuktian pada masa Rasullah adalatgsébarikut 13
a. Bayyinah( Fakta Kebenaran )
b. Sumpah
c. Saksi
d. Bukti tertulis
e. Firasat
f. Qurah (undian ) dan lain-lain.
Sedangkan dewasa ini, banyak pandangan tentanggaernacam alat bukti
dalam hukum islam :
1. Menurut fugaha, alat bukti itu ada tujuh maca :
a.lgrar (ikrar)

b. Syahadal( saksi )

2 Alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipemgan oleh hakim untuk memutus
perkara, Atau alat untuk menjadi pegangan hakimaga&bdasar dalam memutus suatu perkara,
sehingga dengan berpegang dengan alat bukti térdepat mengakhiri sengketa diantara mereka.
Lihat. Ashoruddin, Hukum Pembuktian: Menurut Hukum Acara Islam Dan ok Posotif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004), him.55.

13 Hasbi ash-ShiddigjePeradilan Dan Hukum Acara Islarhim. 8.

4" Anshorudin, Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan ukRwsitif
(yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),him. 58-59.
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c. Yamin( sumpah )
d. Nukhul ( penolakan pihak tergugat untuk bersumpah dalamguoetkan
haknya )
e. Qasamah( sumpah yang dilakukan berulang kali oleh penggdglam kasus
pembunuhan )
f. llmu pengetahuan hakim ( Maklumatul Qadi )
g. Qarinah( indikasi-indikasi tertentu atau petunjuk )
2.Menurut Ahmad Fathi Bahansyi, alt bukti dalam hukigtam ada sembilan
macam, yaitu'®
a. Saksi
b. Pengakuan
c. Qarinah
d. Pendapat ahli
e. Pengetahuan hakim
f. Al-kitab ( Tulisan atau surat )
g. Sumpah
h. Qasamah
I. Li'an
Untuk mengetahui alat-alat bukti tersebut, berikuturaian masing-masing

alat bukti tersebut dalam hukum islam:

> Ahmad Fat-hi BahansyNazriyatul Itsbat fil Fighil Jina-Al-Islamyalih bahasa Usman
Hasyim dan M.Ibnu Racman, (Yogyakarta: Andi Off4&34),hIm.xii.
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1. Al-kitab (alat bukti tulisan atau surat )

Dalam hukum islam bukti tulisan adalah merupakadahsaatu alat bukti
selain pengakuan dan saksi, bukti tulisan merupaktayang kuat sebagai alat
bukti di pengadilan dalam menetapkan hak atau metabasuatu hak®
Pentingnya bukti tulisan atau surat ini berdasargada firman Allah SWT

sebagai berikut :
Sl g 0 il e Jab () G i 13) 1 gial (Al Ll
A Jladd 5 oiSals i) dale LS i€y () i€ Y 5 Jaally il oSy
GBal adde (Al OIS G Bk die (i g 40 ) ) Gl g Bal alle
O g3l 5 Jaalls a5 Jlasld g Jay o)) eV gllian i sllgnins
e Oseay ae Oyl 5 dan s S sSal 18 oSls ) (4
LY 5 5 A Laalaa) Shiilaalan) Juad e lagudll
Lo ASI3 adal )€l ka0 50585 () galisi 5l gealal ) laguil)
W g 38 jualad Hlad () o5 (1Y) ) ol VT 3l galgil a g8l g dolaie

CilS layy g aiaglild) | gag gla iV Flia aSle uld oSy

18 AnshoruddinHukum Pembuktian menurut Acara Islam dan Hukumti®dsim.64-65.
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S g A0 aSialay g AU ) 5 oS5 (9 gusd AT gl () 5 eV

7 des o

Cukup beralasan jika tulisan atau surat-surat tigadsebagai alat bukti di
samping berdasarkan ayat al-Qur’an tersebut dj atmpainya al-Qur’an dan
hadist kepada kita sekarang ini yang merupakan sumén pegangan pokok
bagi ajaran islam, tidak lain melalui tulisan.

Mengenai bukti tulisan ini ada tiga bentjkyaitu :

a. bukti tulisan yang oleh hakim dinilai di dalamnydah terdapat sesuatu yang
dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatulkkputusan terhadap
seseorang, sehinggaperatif sebagai bukti yang mengikat. Dalam masalah
ini para ulama berselisih pendapat. Ada tiga riwalgai Ahmad, yang salah
satunya menyebutkan bahwa apabila bukti tulisaahtealiyakini sebagai
tulisannya, maka ia dipandang sebagai bukti yarng s#eskipun ia lupa
mengenai isinya.

b. Bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagaiibydg sah sampai dia ingat
mengenai isinya,

c. Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yaap apabila didapati
arsipnya dan dia telah menyimpannya. Jika tidakikiam maka tidak bisa

dijadikan bukti yang sah.

7 Al-Bagarah (2): 282.
18 |bnu Qayyim al-Jauziyattjukum Acara Peradilan Islantet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2007), him.350.
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Menurut pendapat mayoritas ahli ilmu, dalam halvgeyatan seluruh ahli
hadist tanpa terkecuali berpegang pada tulisanvpgatan yang terpelihara di
sisinya. Mereka diperbolehkan memperbaharui tuligarkecuali yang berbeda
dan keluar dari kebiasaan yang berlaku. Dan sefardoukti tulisan ini tidak
bisa dijadikan pegangan, tentulah islam menjadanér dewasa ini, karena
tidak ada satu sunnahpun setelah al-Qur'an yamggeng di tangan manusia
kecuali dalam bentuk teks-teksnya saja. Demikida galam kitab fikih, maka
yang dipegang di dalamnya hanya yang sesuai deagantertulis-’

Pada masa sekarang ini, bukti tulisan adalah haikitik yang dianggap
paling penting untuk membuktikan kebenaran dakwdada masa dahulu
orang yang pandai menulis hanya sedikit, oleh karga bukti tertulis ini tidak
begitu populer. Di dalam islampun bukti tertulis jarang sekali digunakan,
terkecuali menghadapi persoalan hutang yang ditdrig.

Jumhur figaha berpendapat, bahwa membuat buktili|grdemikian juga
mengadakan saksi adalah hal yang dianjurkan saja@nbdiwajibkan. Dalam
hal itu at-Thabari mewajibkan bukti tertulis itule® karena jumhur berpendapat
demikian, maka bukti tertulis ini tidak menjadi raké yang penting di dalam
kitab-kitab fikih islam. Bahkan mereka berselisilgp dalam memutuskan
syarat-syarat menerima bukti tertulis itu. Ringkasnpara fugaha tidak

menjadikan bukti tertulis sebagai salah satu altilyang pokok®

Yibid, him. 351.
% Hasbi ash-Shiddigi€eradilan dan Hukum Acara Islagrhim.156-157.
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Menurut mazhab Hanafi, tulisan tidak dapat dipegaden tidak dapat
diamalkan, karena tulisan itu mungkin satu sama $&rupa. Inilah sebabnya
pengarangal-Fatwa wal Khairiyah mengatakan bahwa bukti tertulis tidak
termasuk ke dalam bukti-bukti agama, melainkan Ksaa, igrar dan nukul
Akan tetapi setelah masyarakat banyak mempergunbikt tertulis, maka
sebagian ulammutaakhirinatas dasar istihsan menerima bukti tertuli'itu.
Alat bukti kesaksian ( Syahadah )

Kesaksian dalam hukum islam dikenal dengan sebUui@sy-syahadah *,
menurut bahasa antara lain artinya :

a. pernyataan atau pemberitaan yang [fasti.

b.Ucapan yang keluar dari pengetahuan, yang diperdéigan penyaksian

langsung.

c. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami danhatefa. Seperti
perkataarf saya menyaksikan sesuaty drtinya saya mengalami serta melihat
sendiri sesuatu itu, maka saya ini sebagai $aksi.

Memberikan kesaksian asal hukumrigedu kifayah artinya jika dua orang
telah memberikan kesaksian maka semua orang tafgr gewajibannya. Dan
jilka semua orang menolak tidak ada yang mau untekjadi saksi maka

berdosa semuanya, karena maksud kesaksian ituhadadanelihara hak.

L bid, him. 157.
22 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menBW (Jakarta:

Bina Aksara, 1986), him. 203.

% sayyid SabigFigh as-SunnalfBeirut: Dar al-Fikr, tt.) I1l: 332.
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Hukumnya dapat beralih menjafdirdu ‘ain’, jika tidak ada orang lain selain
mereka berdua yang mengetahui suatu kasus ituadaphsaksi seperti ini jika
menolak untuk menjadi saksi maka boleh dipangditp&'

Firman Allah SWT surat al-Bagarah (282) di atasajugenjadi dasar
kewajiban untuk menjadi saksi. Berdasarkan ayadtas, maka barang siapa
yang menjadi saksi dan dalam kesaksiannya menyeykaunkebenaran atau
hak, maka Allah akan mengancamnya dengan membedkaa kepadanya.
Seseorang yang hendak memberikan kesaksian, mehbdul Karim Zaidan
harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai bérikut:
a.Dewasa
b. Berakal
c. Mengetahui apa yang disaksikan
d. Beragama islam
e. Adil
f. Saksi itu harus dapat melihat
g. Saksi itu harus dapat berbicara

Syarat untuk tidak adanya paksaan bagi saksi, rdalgsuorang yang
memberikan kesaksian atas dasar intimidasi danigol@n bisa mendorongnya
untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahua@igh. karenanya dapat

mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksianya.

24 AnshoruddinHukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan HuRositif him.74.
5 |bid, him. 75.
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3. Persangkaan atau petunjuk ( Qarinah )

Qarinah secara bahasa diambil dari kdtanugaranah“ yang berarti “
musabah' ( pengertian atau petunjuk ). Sedangkan sectifahislapat diartikan
tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan ha&lemdmenangani berbagai
kasus melalui ijtihad®

Al-majalah al-adliyahmempergunakaarinah sebagai bukti. Bahkan dia

mentakrifkangarinah dengan:

27 i) aa 330 W 5 LY

Definisi yang dikemukakan ini secara tidak langsungmbatasi bahwa
tanda-tanda yang dapat dikategorikgrinah adalah yang dapat menimbulkan
keyakinan. Sementara apabila derajat keyakinamdalat bukti garinah, maka
hal itu tidak bisa digolongkan sebagai alat bultinph.

Penggunaan alat bukti garinah itu sendiri dikemakaklalam al-Quran,
dalam kisah nabi Yusub dengan putri Zulaikha temthagaimana alat bukti
petunjuk berperan untuk membuktikan dakwaan berkidak senonoh yang
dituduhkan Zulaikha kepada yusub. Dalam hikayatyamg menjadi petunjuk
adalah robekan baju di bagian punggung Yusub.

Dalam suatu sengketa anak antara dua orang ibusang-sama mengaku
bahwa anak tersebut adalah miliknya. Kemudian kasudibawa kapada nabi

Daud dan kemudian nabi Daud memutuskan anak itukwang lebih tua. Nabi

?® Ibid, him. 88.
" Hasbi ash-Shiddigieeradilan dan Hukum Acara Islgrhim. 157.
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sulaiman yang hadir pada saat itu meminta sebilsdupdan mengatakan akan
membelah anak tersebut menjadi dua. Melihat halibtu yang lebih muda
memilih membiarkan anak tersebut diberikan kepaag yebih tua. Melihat hal
ini kemudian anak itu diputuskan milik ibu yangileinuda.

Dalam hal ini yang menjadi garinah dan menjadi bk&bohongan adalah
teganya seorang ibu akan kematian anaknya, padatslumnya mereka
bersengketa tentang hak siapa anak tersebut. Aarak disengketakan tersebut
diberikan oleh Sulaiman kepada ibu yang lebih mkdegena sikapnya yang
menunjukkan bahwa dialah ibu yang berhak terhadak déu.

Keberadaan alat buktjarinah itu sendiri sering dilalaikan oleh pihak-pihak
yang bersengketa maupun pihak pengadilan. Sebagaiyaag dikutib dari apa
yang dikemukakan oleh lbnu Al-Qayyim: garinah-gahninilah yang sering
dilalaikan orang, baik berupa tanda-tanda keadaampon petunjuk-petunjuk
yang meyakinkan, sehingga mereka meninggalkan hakumad dan menyia-
nyiakan hak-hak serta membuat penyelewengan senbakani menimbulkan
kerusakan, mereka menjadikan syariat islam sensdampit ruang lingkupnya
dan menutup diri mereka dari jalan-jalan yang bemank menyikap kebenaran
dan melaksanakannya. Dilain pihak ada orang yarigmpaui batas, sehingga

berakibat keluar garis yang telah ditentukan hukganoleh Allah dan Rasul-
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Nya. Padahal manusia bertindak adil, maka apalglahtnampak adanya

keadilan itu dengan jalan apapun yang diperintathyeitu berarti agam&.
Qarinah itu sendiri terbagi ke dalam dua jeniswait

a. Qarinah Qanuniyyah(urfiyah) yaitu garinah yang telah ditentukan oleh

undang-undandQarinahini ditakrifkan sebagai berikut:

29 38 e dad) Al 5 e dadl g e suialdl Lga yAio ) gl

b. Qarinah Qadaiyyah ( syar’iyyahyaitu garinah yang merupakan kesimpulan

hakim setelah memeriksa perka@arinahini ditakrifkan sebagai berikut:

30

Mayoritas ulama dari kalangan madzab Hanafi darii'Byeenganggap
garinah hanya dapat dijadikan sebagai alat bultindgoerkara yang tidak
terkait dengan had atau gisas. Akan tetapi laimyl@aldengan pendapat yang
dikemukakan oleh ulama dari mazhab Maliki dan Hdmiiamana keduanya
berpendapat bahwa qarinah dapat saja menjadi aldit ddalam perkara yang

terkait dengan had maupun gisas serta perkarayiinn

2 Ahmad Fathi Bahansyfeori....,hIm.xii.
% Hasbi ash-Shiddigid®eradilan dan Hukum Acara Islgrhim.158.
¥ ibid, him. 159.
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4. Pengakuan ( Igrar)
Ikrar atau pengakuan menurut bahasa ialah menetaj@tamengakui suatu
hak dengan tidak mengingkari. Menurut istilah fumapengakuan ialah
mengabarkan sesuatu hak bagi orang lain. Dasarnhysengakuan dalam

firman Allah sebagai berikut:
Ol gl ol aSiis | e ol g dlielagd Jandl Uy (Cpaal 681 53 6S) gial il Ll
o) shani lcs sadl ) gmiii Milags (sl o 81 88 5f Liie (S0 () mAY)
31 2 - . YA (Al - o o .
| O sleadlay IS ) ) gaca jaiisl) 5 515
Dalam ayat di atas dikemukakan bagaimana kewajib@mberikan
kesaksian atas diri sendiri atau mengemukakan peaga
Pengakuan yang paling kuat adalah pengakuan siugatg Untuk
membenarkan pengakuan maka hendaklah orang yandperikem pengakuan
itu haruslah dalam keadaan berakal, baligh, tidplks$a, dan bukan orang yang
berada di bawah pengampuan. Oleh karena itu peagatang-orang yang
dipaksa, anak kecil, orang gila dan sebagainy&ltiiadianggap saff.
Apabila si tergugat sudah memberikan pengakuanantik tidak dapat

menarik kembali pengakuannya dalam hal yang memnderaba, tetapi dia

dapat menarik kembali dalam perkara zina dan memiatak. Dalam hal-hal

3L An-Nisa™ (4) : (135)
32 AnshoruddinHukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan HuRositif,him.
93-98.
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yang berhubungan dengan hak-hak Allah, menurut yurnkama dapat ditarik
kembali. Akan tetapi penganut mazhahhiri, tidak membenarkan ditarik
kembali pengakuan dalam segala bidang walaupunageag ini dipandang
sebagaihujjah yang paling kuat, namun terbatas hanya mengemaiyaing

memberi pengakuan saja, tidak dapat mengenai damgo lain. Karenanya

fugaha mengemukakan suatu kaidah yaitu:

333}4\33&)\}&\}%3”2&@#\

Pengakuan ini dapat dilakukan dengan ucapan lidapat pula dilakukan
dengan isyarat bagi orang yang tidak dapat bedicmal isyaratnya itu dapat
diketahui umum dan tidak dalam masalah zina daergepa.

Alat bukti sumpah ( Yamin atau Qasamah )

Dalam hukum islam sumpah lebih dikenal dengan selduyamin *.
Dinamakan demikian karengamin lebih bermakna kekuatan. Lebih dari itu
makna sumpah mengandung unsure ilahiyah karenaldmdya mempunyai
keterkaitan atas apa yang telah diucapkannya dengaenuh
pertanggungjawaban.

Menurut fugaha, sumpah sama artinya denggsamahgambarannya
sebagai berikut: misalnya telah terjadi pembunuthasuatu tempat dan tidak
diketahui siapa pembunuhnya, serta tidak didapabkdati-bukti yang memberi

petunjuk. Sedang wali terbunuh menuduh seseorangsakelompok orang atas

% Hasbi ash-Shiddigieeradilan dan Hukum Acara Islgrhim. 137.
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dasar garinah yang mencurigakan. Apabila para wali terbunuh mdehu
meminta agar dilakukan gasamah dengan syarat-syartglah terpenuhi untuk
pelaksanaannya, maka permintaan mereka itu hakabukan dengan cara
menyumpah lima puluh orang yang dipandang sholifh genduduk desa di
mana tertuduh itu bertempat tinggal dan merekadifilih oleh para wali
terbunuh. Kemudian satu persatu dari lima pulumguailihan tersebut diambil
sumpahnya, dengan persyaratan bahwa si tertudubk tichelakukan
pembunuhan atas si terbunuh dan tidak diketahyias@embunuhnya. Lalu
apabila mereka telah diambil sumpah seluruhnyaandglatunkan putusan atas
ketentuan bayar diyat ( denda ) kepada pendudul desdan siapa yang
menolak putusan tersebut ditahan sampai mau besumi@au mengakui, di
samping itu, menurut mazhab Maliki dari suatu riatagari Imam Ahmad,
bahwa sumpah itu pertama kali dihadapkan kepadek pifali-wali terbunuh itu
sendiri®*

Diisyaratkan dalam smpah itu hal-hal sebagai bertkerakal, baligh, islam,
mengenai hal-hal yang baik dan atas kemauan séndiri

6. Alat bukti penolakan sumpah ( Nukul )

Mengenai alat bukti penolakan sumpah ternyata alilgdn ulama masih

diperselisinkan apakah termasuk alat bukti ataaktidlenurut mazhab Hanafi,

penolakan sumpah dapat dikategorikan sebagai aldi. lPenolakannya itu

3 A. Fathi BahansyTeori Pembuktian menurut Hukum Figh Jinayah Islaim. 71-72.
% Departemen Agam#&ompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islafiiakarta: Pembinaan
Badan Peradilan Agama, 1985), him. 83.
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bilamana telah mencapai tiga kali, untuk itu segrdrakim sudah dapat
memutuskan perkara. Menurut mazhab Syafi'l dan lgenolakan sumpah
tidak dapat sebagai alat bukti, tetapi jika tergugenolak bersumpah maka
sumpah dikembalikan kepada penggugat, dan jikagqueyag bersumpah maka
ia dimenangkar®
7. Alat bukti pengetahuan hakim ( Maklumatul Qadi )

Para ulama baik salaf maupun kalaf telah terjachgmaan pendapat dalam
masalah ini. Di dalam mazhab Ahmad ada tiga riwayaitu >’

a. Riwayat yang mashur yang dikembangkan oleh pengi&ogikutnya,
menyebutkan bahwa Ahmad tidak memutuskan berdasgdiagetahuannya
dalam perkara pidana.

b. Bahwa bagi hakim dibolehkan memutuskan berdasapengetahuannya
dalam perkara pidartead dan yang lainnya secara mutlak.

c. Bahwa hakim dibolehkan menjatuhkan keputusannya dalsarkan
pengetahuannya, kecuali dalam pidaad

Dalam hukum wad’l ada dua macam pengetahuan hagiton y
a. Pengetahuan yang diperoleh dari luar sebagai napasia umumnya, seperti
menyaksikan suatu peristiwva secara langsung , meadesuatu kasus dari

orang banyak atau ia kebetulan melihat tempatdierja jarima. Maka hakim

3¢ AnshroddinHukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan HuRositif
him. 99.
3" Hasbi ash-Shiddigi€eradilan dan Hukum Acara Islgrhim. 153.
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tidak boleh memutuskan berdasarkan keputusan quexkara berdasarkan
pengetahuan seperti itu.

Pengetahuan yang diperoleh dengan sifatnya seliegam. Pengetahuan
tersebut diperoleh dari pemeriksaan yang diambilatthm siding kemudian ia
pergi ke tempat kejadian dengan ketetapan yangbdken dijadikan dasar
keputusart®

Alat bukti pendapat ahli ( Al-Kibrah)

Pendapat ahli merupakan pendapat yang dikemukalem setiap orang
yang memiliki keahlian tertentu terhadap suatu tahsa Terkadang, dalam
beberapa persoalan dibutuhkan keahlian tertentandgenyelidikan untuk
mengetahui kebenaran yang terdapat di dalamnya.

Pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli bartupgar suatu perkara
yang masih ragu atau samara dalam pembuktiannyaat ddiketahui
kejelasannya sehingga putusan yang dijatuhkan skstrang hakim atas
kepastian yang berdasar dan tidak mengandung wwysinhat Sebab dalam
hukum islam, unsur syubhat merupakan salah satwrusng dapat
menyebabkan seorang terdakwa terlepas dari dakataamlirinya.

Dalam al-Qur’an, Allah berfirman:

%8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara, him. 129.
% A. Fathi BahansyTeori.........., him. 99.
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Ahla adz-Dzikra dalam ayat ini bisa diartikan sebageorang yang
berilmu pengetahuan, tempat orang meminta pendigrapertimbangan tentang
suatu lain hal. Anjuran dalam ayat di atas merupakaatu hal yang diperlukan
penerapannya dalam suatu proses peradilan saagamisetiap keputusan yang
diputuskan atau dijatuhkan bersifat up to daterdangikuti perkembangan bentuk
dan ragam modus tindak kejahatan yang semakin inédeg dan menjadikannya
sulit disusuri oleh pihak penyidik saja. Keberadasgorang ahli sangatlah
dibutuhkan untuk memberikan titik terang tentangtgypermasalahan.

Dalam hal suatu tindak pidana, sudah saatnya ke#amnaal-khibrah atau
pendapat ahli sebagai suatu instrumen pembuktiahintlebih kepada sulitnya
ditemukan alat bukti dalam suatu tindak pidana.ekatgan dari ahli itu sendiri
dapat berupa penjelasan mengenai hasil penelitaterhadap adanya petunjuk-

petunjuk sebelumnya.

B.Pembuktian Dalam Hukum Positif
1. Pengertian Dan Prinsip Pembuktian
Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaanndlamlang pengadilan.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang beesggarisan dan pedoman

40 An-Nahl (16): 43
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tentang tata cara yang diberikan undang-undangkumtembuktikan kesalahan

yang didakwakan kepada terdak{t@embuktian juga merupakan ketentuan yang

mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undangangdyang boleh digunakan
hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakarsidangan pengadilan
tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam nkéikdoukesalahan terdakwa.

Menurut Sudikno Merto Kusumo, pembuktian mempunysEberapa
pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan gis;i dengan penjelasan sebagai
berikut#?

a. Pembuktian dalam arti logis, membuktikan di bigriarti memberikan kepastian
yang bersifat mutlak karena berlaku begi setiapg@dan tidak memungkinkan
adanya bukti lawan. Berdasarkan suakioma yaitu asas-asas hukum yang
dikenal dengan ilmu pengetahuan dimungkinkan adgosmabuktian yang
bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya iblaktan. Contoh: adalah
berdasarkan axioma bahwa dua garis sejajar tidadgkiu bersilang.

b. Pembuktian dalam arti konvensional adalah meikdrekepastian yang bersifat
nisbi atau relative dengan tingkatan sebagai beriku
1. kepastian yang didasarkan atas perasaan betakena didasarkan pada

perasaan, maka kepastian ini bersifat intuitifr{\déction intime )

“l M. Yahya HarahapPembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pksagnm
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninja@mbali cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika,
2000), him. 25.

42 Anshoruddin, Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukeositif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), him. 27-28.
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2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan elkata oleh karena itu
disebut conviction raisonncee.

c. Pembuktian dalam arti yuridis adalah memberaddasar yang cukup kepada
hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna sreikdpastian tentang
kebenaran peristiwva yang diajukan. Pembuktian daatnyuridis ini hanya
berlaku bagi pihak-pihak yang berpekara atau yaregnperoleh hak dari
mereka, dengan demikian pembuktian dalam arti iguridlak menuju pada
kebenaran yang mutlak karena ada kemungkinan bakwgakuan, kesaksian
atau bukti tertulis tidak benar atau dipalsukanka@alam hal ini dimungkinkan
adanya bukti lawan.

Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidigaklah sama
dengan hukum acara perdata. Dalam hukum acaragidakim bersifat aktif,
yaitu hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti gzacukup mampu
membuktikan dengan apa yang dituduhkan kepadadtdrtuJadi dalam hal ini
kejaksaan diberi tugas untuk menuntut orang-oraag ymelakukan perbuatan
yang dapat dihukurf?

Pembuktian dalam ilmu hukum diatur secara kompeihedan lugas,
namun nilai pembuktiannya tidak dapat secara muttaklebih bersifat subyektif,
jadi kebenaran yang dicapai merupakan kebenararg yafatife. Hal ini

disebabkan karena pembuktian dalam ilmu hukum Hahyaebagai upaya

43 Teguh Samuderajukum Pembuktian dalam Hukum Acara Perdd®andung: Alumni,
1992), him. 32-33.
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memberikan keyakinan terhadap fakta-fakta yangndikekan agar masuk akal,
yaitu apa yang dikemukakan dengan fakta-fakta ydikgmukakan harus selaras
dengan kebenardfi.Sekalipun kebenaran pembuktian dalam ilmu hukursifaé
relative, akan tetapi mempunyai nilai yang cukymsikan bagi para hakim.

Dalam hukum positif perihal pembuktian mempunyaatan unsur materiil
dan formil. Hukum pembuktian materiil mengatur terg dapat tidaknya diterima
pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di plwsgan serta kekuatan
pembuktiannya, sedangkan pembuktian formil mengateintang caranya
mengadakan pembuktidn.

Terkait juga dengan pembuktian bahwa hal yang aecanum sudah
diketahui tidak perlu dibuktikaff. Atau disebut dengan istilahotoire feitin
notorious (generally know).

Hal secara umum sudah diketahui ditinjau dari $edgum, tiada lain dari
pada perihal atau keadaan atau omstandigheiderciataumstance, yakni ikhwal
atau peristiwa yang diketahui umum bahwa hal ikhatall peristiwa itu memang
sudah demikian hal sebenarnya. Atau sudah semastiegnikian halnya. Atau
bisa berarti berupa perihal kenyataan dan pengalaraag akan selamanya dan
selalu mengakibatkan resultan yang demikian, yegsimpulan yang didasarkan
pengalaman umum ataupun berdasarkan pengalamam kekdiri bahwa setiap

peristiwva dan keadaan yang seperti itu senantiasanmbulkan akibat yang pasti

“41bid, him. 30-31.
4 Sudikno Mertokusumddukum Acara ....him. 129.
6 pasal 184 ayat (2) KUHAP
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demikian. Seperti umpamanya, mabuk karena minumarask adalah suatu
keadaan yang secara umum diketahui oleh setiag,odan lazimnya umum sudah
diketahui, takaran minuman tertentu dapat memabukkbka terjadi suatu

peristiwva di mana seseorang meminum minuman kesdsmmdtakaran tertentu,
resultannya peminum akan mabuk. Dalam hal-hal &eper persidangan

pengadilan tidak perlu lagi membuktikan, karenadkea itu dianggap merupakan
hal yang secara umum sudah diketdfiui.

Hakim dalam menerapkan prinsip “ sesuatu yang aecamum sudah
diketahui tidak perlu dibuktikan “, dalam peneramgan adalah: majelis hakim
dapat menarik dan mengambilnya sebagai suatu kemyatang dapat dijadikan
sebagai fakta tanpa membuktikannya lagi, akan itdtapyataan yang diambil
hakim dari notoire feitin tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan
terdakwa tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain. Keagn yang ditarik dan diambil
hakim darinotoire feitin tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan
kepada terdakwa. Hal yang secara umum sudah diketamyalah merupakan
penilaian terhadap suatu pengalaman dan kenyagsimtt saja. Bukan ssuatu
yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa secargefoeuh.

Didalam menggunakan alat-alat bukti yang disebudecara limitif dalam
pasal 184 KUHAP vyaitu, keterangan saksi, keteranghl, surat petunjuk,
keterangan terdakwa. Seorang hakim dalam penckelbenaran dan penjatuhan

pidana yang hendak diputuskan kepada terdakwa hammenuhi batas-batas

4" M. Yahya Harahag?embahasan Prmasalahan...,.him. 276.
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yang telah ditentukan undang-undang yaitu asasmmimi pembuktiai® Artinya
sampai dimana batas minimum pembuktian yang dapalaidcukup untuk
membuktikan kesalahan terdakwa. KUHAP sebagai aadelam beracara di
pengadilan telah mengatur batas minimum pembuktatu sekurang-kuragnya
dua alat bukti yang sah ( pasal 183 ). Maksudnymkumenjatuhkan pidana
kepada seorang terdakwa baru boleh dilakukan hakabila kesalahan terdakwa
telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnyaadiat bukti yang sah. Dan
jika ketentuan pasal 183 dihubungkan dengan pa&hlang telah meneyebutkan
secara rinci alat-alat bukti yang sah menurut ugdarmang, maka untuk dapat
membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakamumpétan dari sekurang-
kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorangathl surat maupun
petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua akti bersebut harus saling
bersesuaian, saling menguatkan dan tidak salingridangan antara satu dengan
yang lain atau bisa juga penjumlahan dua alat Hédtiipa keterangan dua orang
saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkanopun penggabungan
antara keterangan seorang saksi dengan keteraregdakwa yang saling
bersesuaian.

Asas minimum pembuktian ini diterapkan dalam peksaan perkara
dengan “ acara pemeriksaan biasa “, tetapi dalarageemeriksaan cepat prinsip

ini tidak berlaku. Artinya dalam perkara cepat, pektian tidak diperlukan meski

48 Asas minimum pembuktian adalah suatu prinsip yaaqs dipedomani dalam menilai
cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan sal@u aidaknya terdakwa. Lihat, M. Yahya Harahap,
Pembahasan Permasalahan...... him. 283.
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dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang Satu alat bukti saja sudah
cukup mendukung keyakinan hakim. Hal ini ditemukktam penjelasan pasal
184 KUHAP: “ dalam acara pemeriksaan cepat, keyakimakim cukup didukung
satu alat bukti yang sah “. Penyimpangan ini dafibenarkan, sebab pada
dasarnya, pembuktian dalam perkara cepat lebihecend pada pembuktian
secara forma?

Fungsi pembuktian adalah berusaha memberikan kapadentang
kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok sengkagatmkim. Karena haikim
akan selalu berpedoman dalam menjatuhkan putusatamyaasil pembuktian ini,
maka pembuktian menempati posisi penting dalamniga persidangan di
pengadilarr’

2. JenisjenisAlat Bukti dalam Hukum Positif

Untuk membuktikan peristiwa-peristiwva di muka péasigan, dilakukan
dengan menggunakan alat-alat bukti yang diajukatukutmemberikan dasar
kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang diadild&nurut pasal 1866 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata atau pasal 164 RIBa(Z83 RDS), alat-alat
bukti dalam perkara perdata terdiri atas
a. Bukti tertulis
b. Bukti dengan saksi-saksi

c. Persangkaan-persangkaan

“9M. Yahya Harahag?embahasan Permasalahan .....him. 284.
*°Anshoruddin Hukum Pembuktiaan menurut Hukum Acara dan HukasitiP (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), him. 31.
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d. Pengakuan
e. Sumpah
Kemudian dalam hal suatu perkara pidana, maka raepasal 295 RIB
hanya diakui sebagai alat-alat bukti yang sabh:
a. Kesaksian
b. Surat-surat
c. Pengakuan
d. Petunjuk-petunjuR*

Dari apa yang disebutkan di atas dapat dilihat lsatelam suatu perkara
perdata alat bukti (alat pembuktian) yang utamdafdaulisan, sedangkan dalam
suatu perkara pidana adalah kesak¥an.

Alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayai(iiab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi
Pengertian umum dari keterangan saksi dicantum&tmmdBab | ketentuan
umum pasal 1 ayat (27) Kitab Undang-Undang HukunarAcPidana yang
berbunyi:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat buktindgdarkara pidana yang
berupa keterangan dari saksi mengenai suatu pexigidana, yang ia dengar

1 Menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Adzidana, alat bukti yang sah ialah:
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petudgukketerangan terdakwa.
°2 Subekti,Hukum Pembuktigreet. Ke-16, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 200T) 19.
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sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, gean menyebut alas an dari
pengetahuannya ito®

Dengan demikian pendapat atau rekaan yang dipedaletasil pemikiran
saja, bukan merupakan keterangan saksi. Demikiga keterangan yang
diperoleh dari orang lain tidak termasuk keteranggisi.

Selanjutnya pengertian keterangan saksi dalam progembuktian
dicantumkan dalam Bab XVI pemeriksaan di sidanggpdiian pasal 185 ayat
(1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa wakgi nyatakan di sidang
pengadilan®*

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk buktikan bahwa
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwikpadanya, kecuali
apabila disertai dengan suatu alat bukti yang @ainya.

Berkenaan dengan pemeriksaan yang selama ini beri@dka pemeriksaan
di sidang pengadilan menurut KUHAP ini dimulai dangpendengaran saksi,
meskipun pada permulaan siding hakim memanggibievd dan menyatakan
hal-hal mengenai diri atau identitas terdakwa, merakan surat dakwaan serta
menjelaskannya, dan meminta jawaban terdakwa tephddkwaan tersebut.
Setelah mendengar penuntut umum, terdakwa atausgesia hukumnya
mengenai dakwaan tersebut, maka yang pertama-tateagar keterangannya

adalah korban yang menjadi saksi, baru saksi-gakgj lain. Seperti biasanya,

® C.S.T Kansil,Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidan&akarta: PT. Pradanya
Paramita, 2003), him. 13.
> Ibid, him. 87.



49

saksi sebelum memberikan keterangannya, harus diasumpah atau

mengucapkan janji, namun jika pengadilan mengangoequ, dapat juga

diambil sumpahnya atau mengucapkan janji setelahbeg keterangan. Dalam
mengadakan pemeriksaan terhadap saksi demikian tprpadap terdakwa,
hakim tidak boleh mengajukan pertanyaan yang mamnjeial ini sesuai dengan
prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi hdibesikan secara bebas di
muka hakim. Hal ini terdapat dalam dalam penjeld&3an XVI pasal 166 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyigselerikut:

“Jika dalam suatu pertanyaan disebutkan sesuatiakipidana yang tidak
diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidakydiakan oleh saksi, tetapi
dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, mak&pyaan yang sedemikian
itu dianggap pertanyaan yang bersifat menjerat”.

Sedemikian halnya dengan penyidik atau penuntut nuntidak boleh
mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya,-ldébihh di dalam
pemeriksaan di sidang pengadifdnTekanan itu misalnya ancaman dan
sebagainya yang menyebabkan terdakwa atau saksramghkan hal yang
berlainan dari pada hal yang dianggap sebagai gtray pikirannya yang
bebas.

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiapgrOrang yang menjadi

saksi setelah dipanggil ke dalam sidang pengadiatuk memberikan

% penyidikadalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia pejabat pegawai negeri sipil
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undamigiuo untuk melakukan penyidikaPenyidikan
adalah serangkaian tindakan penyidik dalam halndenurut cara yang diatur dalam undang-undang
ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yanggdenbukti membuat terang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Lihat KBIgasal 1 ayat 1 dan 2
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keterangan tapi ia menolak kewajiban itu, maka apadl dikenakan pidana
berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakinshaemperhatikan:

1. Persesuaian antara ketrangan saksi yang satu dgaggutain.

2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan atay#udy lain.

3. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk negikén

keterangan tertentu.
b. Keterangan ahli

Pengertian umum dari keterangan ahli ini dicantumkialam Bab |
Ketentuan Umum pasal 1 ayat 28 Kitab Undang-Undamigum Acara Pidana
yang meneyebutkan:

“Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikaehokeseorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang dipertukatuk membuat terang
suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Selanjutnya dalam Bab XVI Pemeriksaan di sidanggpditan pasal 186
menyebutkan pengertian keterangan ahli dalam prgsiés apa yang seorang
ahli nyatakan dalam sidang. Jadi, keterangan tetdedrus dinyatakan dalam
sidang pengadilan.

Mengenai keterangan ahli ini juga terdapat dalasalp43 ayat (5) huruf (h)

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronikgyenenyebutkan:

“Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam perkadi terhadap tindak
pidana berdasarkan undang-undangihi.

*% Redaksi Sinar GrafikaJndang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik),BI No.11
Th.2008 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him. 26.
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Berdasarkan hal di atas, keterangan ahli dapatikilmepada saat penyidik
melakukan penyidikan atau pada saat persidang&mgsm keterangan ahli
dapat di klarifikasikan menjadi dua sebagai berikut

1. keterangan ahli yang diberikan secara lisan.
2. Keterangan ahli yang diberikan dalam bentuk tulis@mg kemudian
dapat dimasukkan ke dalam alat bukti surat.
c. Surat

Surat merupakan sebuah alat bukti yang sah sekel@nangan saksi dan
keterangan ahli, sebagaimana disebutkan dalam fi&dahyat (1)c KUHAP
yang diatur dalam pasal 187 KUHAP. Alat bukti suadalah segala sesuatu
yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkak mr@ncurahkan isi hati
atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorangdgsergunakan sebagai
pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuaty tyidgak memuat tanda-
tanda bacaan, ataupun meskipun memuat tanda-t@uadarb akan tetapi tidak
mengandung buah pikiran tidaklah termasuk dalamgemian alat bukti
tulisan/surat.

Dalam pasal 187 KUHAP surat yang dapat dinilai gabaebuah alat bukti
yang sah menurut undang-undang iafatsurat yang dibuat atas sumpah

jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpamulian dalam pasal

>" Sudikno Mertokusumdiukum Acara............., him. 120.
8 M. Yahya Harahag?embahasan Permasalahan................ him, 306-307.
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tersebut juga telah dirinci secara luas bentukidestirat yang dapat dianggap
mempunyai nilai sebagai alat bukti antara lain:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yhimgat pejabat umum
yag berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yamguat keterangan
tentang kejadian atau keadaan yang didengar, tdtha yang dialaminya
sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dars tieggiang keterangan itu.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan pangiundangan atau
surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yanguknaalam tata
laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yangruhpukkan bagi
pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuatapandoerdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang dimagtras resmi dari
padanya.

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hudmmga dengan isi dari
pembuktian yang lain.

Dalam menialai kekuatan pembuktian pada alat suktt dapat dilihat dari
dua segi: ditinjau dari segi formal dan dari seditenil. Ditinjau dari seqgi
formal alat surat yang disebut dalam pasal 187ftayrh, dan c adalah alat bukti
yang sempurna karena dalam pembuatannya telahutiip&etentuan formal
dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabaty yberwenang dan
pembuatan serta keterangan yang terkandung daleah dibuat atas sumpah

jabatan. Sedangkan jika ditinjau dari segi matafak bukti surat disebut dalam
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pasal 187 bukan alat bukti yang mempunyai kekugt@mgy mengikat atau
mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat beb@aspa mengurangi sifat
kesempurnaan formal alat bukti surat yang diselbdapasal 187 huruf a, b,
dan c sifat kesempurnaan formal tersebut tidak isagd mengandung nilai
kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim bebaskuntenilai kekuatan

pembuktiannya. Hakim dapat mempergunakan atau mgkiykan dengan

berpatokan pada asas pemeriksaan perkara pidata yatuk mencari

kebenaran sejati, asas kenyakinan hakim, asasrnatesum pembuktian.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat dalanmkum acara pidana
mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Hakimashemtuk menilai
kekuatan dan kebenarannya. Kebenaran penilaiart ddpgau dari beberapa
alas an. Boleh dari segi asas kebenaran sejaikayakinan hakim maupun dari
segi sudut batas minimum pembuktian. Sebagaimanaipmpembuktian yang
dianut hukum acara pidana tidak mengenal alat mektipurna dan mengikat.

d. Petunjuk

Dalam pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukdiocara Pidana
disebutkan:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadagmg karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan gsmgriaupun dengan tindak
pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah tesjaaliu tindak pidana dan siapa
pelakunya”.

Kemudian pasal selanjutnya menjelaskan bahwa p#tusgbagaimana

dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
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1. Keterangan ahli

2. Surat

3. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu pitudalam setiap
keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan agf bijaksana setelah ia
mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan kdseksamaan
berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan terdakwa

Dalam pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukdicara Pidana

disebutkan:

“Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa keatdi siding tentang
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuiisettdu alami sendiri”.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidiagad digunakan untuk
membantu menemukan bukti di sidang, asalkan kegaraitu didukung oleh
suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai nal gaakwakan kepadanya.
Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhdidaga sendiri dan tidak
cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan pésbuyang didakwakan

kepadanya, melainkan harus desertai dengan altitylaug lain.



BAB 111

PEMBUKTIAN DENGAN PENYADAPAN

A. Pengertian dan L egalitas Penyadapan

Kriminalitas pada abad 21 semakin meningkat danakem canggih
peralatannya sehingga menimbulkan dampak yang hiasa terhadap
kesejahteraan bangsa-bangsa. Ancaman dunia kejafustder world) terbukti
telah banyak memakan korban manusia dan negarainH&hrena menurut
perkiraan, harta kekayaan organisasi kejahataeltersnmencapai tiga kali lipat
APBN Negara berkembang. Kecanggihan organisasi pearalatan yang
digunakan untuk melaksanakan kejahatan lintas aegamperkuat posisi tawar
mereka dengan aparatur penegak hukum yang adak ltotupara penegak
hukum tentu tak boleh kalah canggih dari organisgginisasi kejahatan.

Salah satu teknik sederhana untuk melacak danlosemeharta kekayaan
organisasi kejahatan serta persiapan aktivitashaegga mereka adalah dengan
menyusup ke dalam organisasi kejahatan atau meafggnrieknik pengintaian
(surveillance) dan teknik penyadapan (wire tappiffgdua teknik tersebut
terbukti merupakan teknik yang andal dalam membandlkntas organisasi
kejahatan sebelum mereka dapat berbuat jahat,ggghpotensi jatuhnya korban
dapat dicegah lebih awal dan para pelakunya dapagkbp dan ditangkap.

Teknik di atas telah sejak lama, sekitar tahun 1@6@elah dilakukan oleh

kepolisian di Amerika Serikat, saat kejahatan tgmorsasi meraja rela dan

55
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kejahatan jalanan begitu marak sehingga tidak mumkadi kepolisian untuk
mengungkap. Masyarakat ketika itu sangat mendukyrggasi kepolisian dan
teknik-teknik tersebut. Walau demikian, setelahla@si HAM Universal PBB
(1946), disusul berbagai konvenan mengenai haksimkdan hak politik pada
1960 (Indonesia meratifikasinya dengan UU No. 1BuFa2005), maka kedua
teknik tersebut dipersoalkan karena rentan terhpdagalagunaan wewenang.

Teknik itu juga sangat bersentuhan dengan hak-ba&i deorang tersangka
yang seharusnya diperlakukan laiknya seorang yatak tbersalah sebelum
diputus oleh pengadilan yang idependen dan imparSe&gmasuk ke dalam
perkara hak asasi yang bersentuhan dengan kedhik tetsebut adalah hak-hak
pribadi seperti hak memiliki kerahasiaan, baik nggmai pekerjaan, keluarga,
atau harta kekayaan. Hal ini sangat diperlukarkiekedua teknik tersebut akan
digunakan, tapi pihak berwajib (polisi) belum mehmiblat bukti cukup bahwa
yang bersangkutan diduga kuat telah atau sedarendsera melakukan suatu
kejahatan. Kedua teknik di atas lazimnya hanygukan terhadap mereka yang
telah memiliki “track record” yang buruk di kepadéia?

Terhadap mereka yang masih “bersih” dari arsip kejpo, sudah tentu
penggunaan kedua teknik itu wajib dipertangung fgkaa di muka pengadilah.

Berangkat dari masalah ini dan menguatnya perjuahghk asasi manusia, maka

! Undang-Undang No. 12 tahun 2005 yaitu Undang-Ugdentang Pengesahan International
Covenant on Civil and Political Right (Konvensidniasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

2 Track record yaitu seseorang yang telah mempuogtitan tertentu di dalam daftar
kepolisian.

% Yang dimaksud bersih adalah seseorang yang betunalp dan tidak tercatat dalam daftar
pencarian orang.
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penerapan kedua teknik tersebut dihadapkan kepadappdua process of law,
proses beracara pidana, temasuk dalam menemukésbblt yang cukup dan

baik, harus menjunjung tinggi dan sesuai dengandatahak asasi manusia.
Penggunaan keduanya harus memperoleh izin daradéag atau atas perintah
pengadilan. Akan tetapi dalam keadaan tertentudandesak, izin (perintah
pengadilan) yang diperlukan hanya dilaporkan skaetetelah dilaksanakan.

Penyadapan akhir-akhir ini menjadi pembicaraan rbdogai kalangan
terlebih ketika KPK (Komisi Pemberantasan Korupsielakukan kegiatan
penyadapan ponsel dan berhasil menangkap bebeyapstde?

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia penyadapari Ipeoses, cara, dan
perbuatan untuk mendengarkan (merekam) informadiagia pembicaraan)
orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan demsebuf. Sedang
penyadapan (intersepsi) menurut pakar hukum adatatdengarkan, merekam,
mengubah, menghambat, dan atau mencatat transiiosniasi elektronik yang
tidak bersifat publik baik menggunakan jaringan edakomunikasi maupun
nikabel. Dalam hal ini penyadapan dapat dilakukatard bentuk informasi
elektronik baik itu melalui jaringan komputer maagelepon.

Dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Daan$aksi Elektronik

khususnya pasal 5 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahvesmasi elektronik dan

4 KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksarak@as dan wewenangnya bersifat
idependen dan bebas dari pengaruh kekuasaan maniapah UU No. 30 Tahun 2002 tentang
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Kotipsi81.

® Pusat Bahasa Departemen Pendidikan NasiKaais Besar Bahasa Indonesia, Cet.ke 3,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), him. 975.
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dokumen elektronik/ hasil cetakannya merupakantaliti yang sah dan hal ini
merupakan perluasan dari alat bukti yang sah seemgian hukum yang berlaku
di Indonesid.

UU ITE khususnya pasal 5 ayat 1 dan 2 ini merupaiedah satu pasal yang
mengatur alat bukti elektronik dimana di dalam Kitandang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) belum terdapat pasal yang meemgentang elektronik.

Perkembangan alat bukti yang cepat, sementara KUkH#&d&k mungkin
diubah dalam waktu singkat, sehingga banyak katamhgé&um berharap bahwa
dalam hal ini alat bukti “surat” dalam pasal 18#lak lagi diartikan secara
letterlijk oleh aparat penegak hukum. Alat buktrasumerupakan terjemahan
dari “dokumen”. Yang dikatakan dokumen tidak tealsalhanya surat saja. Bila
ada tulisan lain yang mengandung informasi danvaslebagi kasus maka
dimajukan di persidangan sebagai alat bukti s@ayogyanya tidak terjadi lagi
pemahaman bahwa surat harus ada secara fisik telatnk kertas. Sesuai UU
Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim mestinya menggemahami, dan
mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyaraka

Penyadapan merupakan sarana teknologi yang ampuk orembongkar
kejahatan sistematik seperti halnya korupsi, nét&phak asai manusia maupun
inter state crime lainnya. Dalam hal tindak pid&eaupsi khususnya dengan
delik suap, penyadapan merupakan front grate untaknbuka tabir bentuk

perbuatan koruptik lainnya, seperti halnya penyglalan wewenang dari

® Redaksi Sinar Grafikandang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, him..7.
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aparatur negara atau pejabat publik. Permasalabag ynengemuka adalah
sejauh mana legalitas penyadapan yang pada perkgarbaaat ini dilakukan
oleh aparatur negara khususnya KPK.

Polemik penyadapan hubungan komunikasi khususny&umeelepon
seluler tidaklah bebas non regulasi, tetapi memlirkitasi dengan karakter
teknis yang sesuai dengan aturan hukum. Penyadapanmemiliki hak tolak
(retusal rights) adalah eksepsionalitas sifathyaitu mereka yang karena
pekerjaan, harkat dan martabatnya wajib menyimpdrasia. Pers, misalnya,
memiliki hak imunitas yang relative sifatnya dagnyadapan. Penyadapan
terhadap pers tidak saja membawa akibat terhadapkebebasan pers, tetapi
juga hak mendasar data pers untuk tidak memberkaterangan nara
sumbernya.

Dalam konstitusi Amarika Serikat, penyadapan me@pagelanggaran hak
asasi manusia, khususnya hak privasi individu.Kareitu diberikan suatu
limitasi terhadap penyadapan, baik melaui aturammsqaural maupun
substansialnya, sebagai kontrol agar penyadapaak tidenjadi komoditas
kekuasaan dan institusi internal. Pengadilan sebagsitusi akhir akan
menentukan keabsahan penyadapan sebagai alat Dukimndonesia, karena
penyadapan sebagai pelanggaran hak asasi mandgi) (Hintuk menentukan

keabsahan penyadapan diberikan limitasi melaluuskiasifikasi delik (tindak

" Hak tolak yaitu suatu hak sebuah organisasi ateosang untuk tidak mengungkap hasil
rekaman yang ia ketahui kepada pihak lain.
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pidana) yaitu korupsi, narkotika dan terorismeluar ketiga delik itu, tidak ada
justifikasi bagi penegak hukum melakukan penyadapan
Penyadapan yang dilakukan khususnya oleh KPK semmatgundang
pertanyaan, di mana mempermasalahkan dasar hukom digunakan KPK
dalam melakukan kegiatan penyadapan. Kegiatan anush memiliki dasar
hukum yang kuat karena kegiatan penyadapan inaliarkdengan perlindungan
atas HAM. Biasanya pihak yang tidak setuju mengkkata terjadinya
pelanggaran atas hak mereka sebagai warga negaka: un
1) memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan daaskieym hukum
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan higasal 28 D
ayat (1) UUD 19455
2) memperoleh perlindungan atas diri pribadi, keluargeshormatan,
martabat, dan harta benda yang berada di bawalasa&onya, serta
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari andeeRaatan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu (pasal 28 QHydtUD 1945)
Akan tetapi hak-hak tersebut bukanlah hak-hak #estnal yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28at]l (2Qy UUD 1945
menyatakan “Dalam menjalankan hak dan kebebasarsey@p orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengaangmuhdang dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan semghprmatan atas hak

8 Redaksi Pustaka Manditindang-Undang Dasar Republik Indonesia UUD 1945 dan
Amandemennya,(Surakarta: Pustaka Mandiri, 2004), him.38.
% 1bid, him. 40.
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kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutah sa$uai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanam, kigtertiban umum dalam
suatu demokratist®

Selain itu UU No0.39 Thun 1999 tentang Hak Asasi Maa& juga
memberikan pembatasan terhadap asasi yang diwldgikiwarga negara tersebut
sebagaimana dinyatakan dalam Bab VI pembatasanladangan. Pasal 73:
“Hak dan kebebasan yang diatur di dalam undangagdai, hanya dapat
dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, senad$a untuk menjamin
pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasiimanta kebebasan orang
lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentirgamgsa’

Kegiatan penyadapan khususnya oleh KPK ini jugajaiésorotan advokat.
Advokat meminta agar aparat penegak hukum menghoket@ntuan pasal 19
ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yamgnyatakan bahwa “
Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dekbg@mya, termasuk
perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadapyaga@pan atas
komunikasi elektronik advokat® Selain itu advokat juga menyatakan
keberatannya pada pasal 71 ayat (1) KUHAP yangubgrifpenasihat hukum,
sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungamgan tersangka

diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugasbhga pemsyarakatan

% 1bid, him. 42.

" Indonesia Legal Center Publisibgndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia, (Jakarta: Legal Center, 2004), him. 165.

12 Redaksi Eko Jay#&/ndang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, (Jakarta: Cv
Eko Jaya, 2003), him. 43.
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tanpa mendengar isi pembicaraan”. Namun ketentaaal 19 ayat (1) UU No.
18 tentang Advokat juga menyatakan bahwa “Advokajibvmerahasiakan
segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dimnya karena hubungan
profesinya, kecuali ditentukan karena oleh undamgpng.”

Dalam hal ini pembatasan-pembatasan di dalam undiagigng merupakan
ruang terbuka bagi KPK untuk melakukan penyadaptasyarakat tidak perlu
mengkhawatirkan bahwa setiap komunikasi elektraiaigat disadap oleh KPK,
karena kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh Ki#Kdidasarkan dan
dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan ditujuledam rangka penegakan
hukum.

Dalam praktik hukum, penggunaan alat perekam daih tekamannya telah
merupakan bagian dari projustisia perkara pidandalam KUHAP tidak diatur
mengenai hasil rekaman sebagai alat bukti yakralpge®4 kecuali keterangan
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keggna terdakwa.

Sebenarnya kegiatan penyadapan ini merupakan tiaevea yang dimiliki
oleh polisi, jaksa dan KPK. Di dalam UU No. 36 Taht999 pasal 40
ditegaskan “setiap orang dilarang melakukan kegiagenyadapan atas
informasi yang disalurkan melaui jaringan telekorksindalam bentuk apapun.”
Pasal 42 ayat (1) menegaskan “penyelenggaraan ¢dsgronik wajib
merahasiakan informasi yang dikirim dan atau ditarioleh pelanggan jasa
telekomunikasi melalui jaringan komunikasi dan at&amunikasi yang

diselenggarakannya.” Sedangkan pasal 42 ayat (2hjetaskan “untuk
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keperluan proses peradilan pidana, penyelenggae tglekomunikasi dapat
merekam informasi yang dikirim dan atau diterim&holpenyelenggara jasa
telekomunikasi serta dapat memberikan informasi gyatiperlukan atas
permintaan tertulis jaksa agung dan atau kepalalisggn Republik Indonesia;
atau permintaan penyidikan untuk tindak pidanatéu sesuai dengan undang-
undang yang berlaku?®

Penegasan dibolehkannya penggunaan rekaman itukukipe dengan
ketentuan bahwa pemberian rekaman informasi olehygbenggara jasa
telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikask keperluan peradilan
pidan bukan merupakan pelanggaran terhadap ketepasal 40 di atas.

Di dalam UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU 3oTahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hekdman termasuk ke
dalam alat bukti perunjuk.(pasal 26A)

Pasal 26 A tersebut memperluas bukti perunjuk, dsuk alat bukti lain
berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterimatau disimpan secara
elektronik dengan alat optik dan atau yang ser@paahn itu, dan dokumen yaitu
setiap rekaman data atau informasi yang dapattlildibaca, dan atau didengar
yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantw@n sarana, baik tertuang di

atas kertas, benda fisik apapun selain kertas mnmaypmg terekam secara

13 Indonesia Mitra Info (Firm), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang
Telekomunikasi, (Jakarta: Mitra Iformasi, 1999), him. 74-77.

4 Redaksi Pustaka Pelajat)ndang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), him.58.
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elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar,, petacangan, foto, huruf,
tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

KUHAP mendefinisikan, petunjuk, sebagai suatu patdn kejadian oleh
keadaan yang karena persesuaiannya, baik antagasgtundengan lain maupun
dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bablaa terjadi suatu tindak
pidana dan siapa pelakuknya (pasal 188 ayat Meski demkian, penilaian atas
kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk sepenutisgmahkan kepada hakim
setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kémerden keseksamaan
berdasarkan hati nuraninya (pasal 188 ayat 3). r{psmaan pembuktian
dimaksud tersirat dalam KUHAP pasal 183.

Merujuk pada ketentuan mengenai bukti perunjuktas,gelas bahwa bagi
seorang hakim diwajibkan untuk menggali alat bu&in sebagaimana telah
diuraikan di atas. Selain itu terhadap alat bu&tupjuk dituntut kecermatan dan
ketelitian seorang hakim di dalam memberikan pamlgpenilaiannya terutama
terhadap ada atau tidak persesuaian antara sugdiske atau keadaan yang
berkaitan dengan tindak pidana yang menjadi daskwahan jaksa penuntut

umum (JPU)Y

> Anggota IKAPI, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Semarang: CV Aneka
IImu, 1984), him.84.

16 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seokacuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperolelakiegn bahwa suatu tindak pidana benar-benar
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah metakufa, Lihat KUHAP, him.81.

' Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undangagnitd untuk
melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapam.h8kdangkarjaksa adalah pejabat yang
diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk beatknsebagai penuntut umum serta melaksanakan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekudsdam tetap. Lihat KUHAP pasal 1 ayat 6 (b).
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Sudah tentu untuk kesempurnaan pembuktian melalti mlektronik
(electronic eviclence) sebagai hakim memiliki keyak atas terjadinya suatu
tindak pidana dan seorang adalah pelakunya, hakimeriukan bantuan
seorang ahli (keterangan ahli), kecuali pembicaatard rekaman tersebut
mengakuinya bahwa suara yang diperdengarkan di rpekgadilan adalah
suara dirinya.

Berlainan halnya dengan kekuatan pembuktian rekadiamnlalam UU
Pemberantasan Korupsi, dalam UU Tindak idana Péuntutlang, hasil
rekaman atau alat bukti elektronik tersebut telabtapkan sebagai alat bukti
tersendiri, tidak termasuk bukti perunjuk sebagaiaadi dalam UU
Pemberantasan Korupsi. Pasal 38 menegaskan bahwaukiti pemeriksaan
tindak pidana pencucian uang , termasuk alat bsdétiagaimana dimaksud
dalam KUHAP, juga alat bukti lain berupa informagang diucapkan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elekitotlengan alat optik atau
yang serupa dengan itu, dan dokumen sebagaimamauwtikan dalam pasal 26
A UU No. 20 Tahun 2001.

Terlepas dari kontroversi penggunaan alat perel@dragaimana telah terjadi
penyadapan atas telepon seseorang yang didugatefaat melakukan tindak

pidana, sesuai dengan bunyi pasal 12 ayat (1) laudld Nomor 30 Tahun 2002
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tentang KPK, di dalam rangka penyelidikan, penydikdan penuntutan, KPK
dapat melakukanpenyadapan dan merekam pembic4raan.

Ketentuan ini menegaskan bahwa penyadapan dan goesek dapat
dilakukan dalam tiga tahap pro justisia sehinggaasén jelas bahwa perkara
tindak pidana korupsi merupakan perkara luar bi@sdra ondinary cases)
karena memang tindak pidana korupsi, termasuk kipédana suap, merupakan
perkara yang sulit pembuktiannya sehingga memenlglkaa penanganan yang
luar biasa, termasuk menyadap dan merekam peméicaeandainya KPK
tidak memilki wewenang luar biasa tersebut, semakiit korupsi di Indonesia
diberantas.

Hal ini tidak berarti bahwa kepolisian dan kejaksattddak memiliki
wewenang penyadapan dan merekam pembicaraan Kdtériagelekomunikasi
telah memberikan alasan hukum kepada kedua lengeaganak hukum tersebut
untuk melakukan penyadapan. Perbedaan dengan KRiplig&ian atau
kejaksaan diwajibkan terlebih dahulu menyampaikeermmtaan tertulis,
sedangkan KPK tidak memerlukan prosedur seperti itu

Puncak dari pengaturan intersepsi (penyadaparyrdiatdalam UU nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elak&. Dalam UU ITE ini
diatur bahwa informasi elektronik dan atau hastbkannya merupakan alat
bukti hukum yang sah (pasal 5 ayat 1). Informasktebnik dan atau dokumen

elektronik dan atau hasil cetakannya sebagaimamakdud pada ayat (1)

'8 Redaksi Pustaka Pelaj#itab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, him.86.
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merupakan perluasan dari alat bukti yang sah selemgan Hukum Acara yang

berlaku di Indonesia (pasal 5 ayat 2).

Di dalam UU ITE bahkan diatur secara tegas lararfgaarsepsi melawan
hukum” (pasal 31) yang disertai ancaman hukumaraperiO tahun + denda
800 juta. Kalaupun ada pengecualian, UU ITE memdkan harus
memperhatikan KUHAP dan secara spesifik mensyamalkgi harus ada izin
dari Kepala Pengadilan Negeri (pasal 43 ayat 2).

Beberapa kutipan pasal tentang UU ITE :

-pasal 31 :

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hakregiawvan hukum melakukan
intesepsi atau penyadapan atas informasi elektrdalk atau dokumen
elektronik dalam suatu komputer dan atau sisterktrel@k tertentu milik
orang lain.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hakregiawan hukum melakukan
intersepsi atau transmisi informasi elektronik @&au dokumen elektronik
yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalavats komputer dan atau
sistem elektronik tertentu milik orang lain, baing tidak meneyebabkan
perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanyabapan,
penghilangan, dan atau penghentian informasi eleiktrdan atau dokumen
elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud padd €él) dan ayat (2),

intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegak&orhuatas permintaan
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kepolisian, kejaksaan, dan atau instansi penegakdmm lainnya yang
ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sgesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

- Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaiman dmakklam Undang-
Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalakubkh Acara Pidana dan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.

- Pasal 43:

(1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik heta, pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yaiggkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi Geensaksi Elektronik
diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimdanaksud dalam
undang-undang tentang Hukum Acara Pidana untukkueda penyidikan
tindak pidana di bidang teknologi informasi damgaksi elektronik.

(2) Penyidikan di bidang Teknologi dan Transaksi etakk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempesdnatgerlindungan
terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layandiikp intergritas data,
atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Perafeaundang-

Undangan.
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(3) Penggeledahan dan atau penyitaan terhadap sisétnoaik yang terkait
dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atasketua pengadilan
negeri setempat.

- Pasal 47

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dichaledam pasal 31 ayat
(1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjaliagoéama 10 (sepuluh)
tahun dan atau denda paling banyak Rp 800.000.¢@6lapan ratus juta
rupiah).

Di dalam undang-undang telekomunikasi kegiatan agagan dalam rangka
pengamanan komunikasi diatur pasal 40, sedangkaiTBUWnencantumkan hal
serupa dengan istilah “perbuatan yang dilarang’ardapasal 31 Bab VII.
Bedanya undang-undang telekomunikasi secara terla¢mjelaskan lembaga
penegak hukum yang berwenang melakukan penyad&eaiangkan UU ITE
belum mengaturnya sama sekali.

Sekalipun demikian, Peraturan Pemerintah (PP) rignfeenyadapan yang
diperintahkan di dalam UU telekomunikasi dan UU I3&mpai saat ini belum
dikeluarkan. Rencananya, pemerintah sedang menyswangan peraturan
pemerintah (RPP) sebagai tindak lanjut dari keduwtang-undang tersebut. RPP
diharapkan memperkuat kewenangan kepolisian, kagaksdan KPK untuk
melaksanakan tugas penegakan hukum, bukan selmlikny

Kekhawatiran sementara pihak dengan keberha&RIK melaksanakan

tugas dan wewenang penyadapan berdasarkan UU KRR ) 2apat dipahami,
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jika pelaksanaan tugas dan wewenang penyadapandiiizasi sehingga dapat
melanggar perlindungan hukum atas hak privat setiapg.

Yang dikhawatirkan justru keadaan sekarang yaitlasaat pro dan kontra
penyadapan oleh KPK tengah berlangsung, RPP juditerbitkan untuk
memangkas wewenang KPK. Kekhawatiran ini juga ddpgethami karena UU
ITE (2008) dikeluarkan setelah UU KPK (2002) dardke UU mengatur
ketentuan (yang sama) penyadapan sehingga berlsis ‘dex posteriori
derogate lex prori” (undang-undang yang dikeluarkégrakhir lebih
mengesampingkan UU yang dikeluarkan lebih dulu rdalzal obyek yang
sama).

Sekalipun bentuk hukum tentang penyadapan adakth ®PP, akan tetapi
RPP tersebut merupakan perintah UU ITE (pasal 32) merupakan bagian
tidak terpisahkan pemberlakuannya dengan UU ITEhdBegat hukum yang
menyatakan bahwa status hukum PP berada di bawahddlah benar, akan
tetapi PP penyadapan yang akan diterbitkan inrjustelekat pada induknya
yaitu UU ITE yang nota bene berlaku setelah 21l 2008, enam tahun setelah
diberlakukannya UU KPK (2002).

Dampak hukum dari penertiban PP penyadapan inf&acatatis membatasi
wewenang KPK atau aparat penegak hukum lainnyakuntelaksanakan
penyadapan. Setidaknya KPK menjadi wajib untuk haelarosedur dan tata
cara yang diatur di dalam RPP tersebut. Jika KRlgktimematuhi ketentuan

RPP tersebut yang nantinya menjadi PP informasil enyadapan KPK
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dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan negetipun oleh pengadilan
Tindak Pidana Korupsi. Apalagi di dalam RUU Tind@iklana Korupsi terdapat
ketentuan mengenai pemeriksaan alat bukti yangmgiakan oleh jaksa
penuntut umum dan jaksa penuntut KPK.

Hikmah dari rancangan ketentuan ini adalah pendgé&um harus lebih
berhati-hati di dalam memperoleh bukti-bukti meilaieknik penyadapan di

masa yang akan datang.

B. Ildentifikas Penyadapan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparaturegak hukum
memang memiliki kewenangan penyadapan yang dijadeéngan undang-
undang. Namun harus ada jaminan bahwa penyadapadildtkukan sesuai
prosedur. Karenanya  Departemen  Komunikasi dan rrditka
(DEPKOMINFO) akan membentuk tim pengawas penyadapak hanya bagi
KPK tapi juga kepada lembaga penegak hukum lairyayg memiliki kategori
Lawful Interception Device (LID}?

Proses penyadapan ini dianggap melanggar Due Rradfesaw. Dalam
setiap penyidikan harus menggunakan aturan yamag ghlam melaksanakan

penyidikan. Dalam hal ini baik KPK maupun lembag&um yang berwenang

19 Lawful Interception Device (LID) yaitu sebuah leagla yang mempnyai perlengkapan
penyadapan yang dilindungi atau dijamin oleh hukBerlengkapan tersebut sah secara hukum.
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belum mempunyai aturan yang pasti dan khusus dalataksanakan kegiatan

penyadapan.

Beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dengaegptagkum yang wajar
adalah:

1) Proses penyadapan tidak dilakukan oleh pejabat lpangenang. Dalam hal
ini pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK hanya menyklnt KPK berwenang
melakukan penyadapan. Padahal seharusnya bukanadamj@a yang
berwenang tetapi penyidik yang berwenang melakplearyadapan.

2) Proses penyadapan yang dilakukan seharusnya pethda izin dari
pengadilan negeri (PN), ditambahkan, penyadapaa gasiarnya melanggar
privasi dari seseorang. Mengibaratkan penyitaarg yfl@arus mendapatkan
izin pengadilan negeri, maka penyadapan adalah anenit hak seseorang.
Agar tidak melanggar due prosess law, UU harus atengbatasan-
batasannya.

3) Tidak adanya jangka waktu dalam pelaksanaan pepgada
Menarik dibandingkan dengan peraturan pemerintahggemnti undang-

undang no. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan KTiRaana Terorisme,

maka pengaturan penyadapan di peraturan perundeangan soal terorisme
lebih rinci mengatur batasan-batasan penyadapan.
Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Pemberan@@sdak Pidana

Koripsi pasal 12 ayat (1) “ Dalam melaksanakan sygenyelidikan, penyidikan
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dan penuntutan sebagaimana dimaksud pasal 6 hukafmdsi pemberantasan
korupsi berwenang melakukan penyadapan dan meng&arhicaraan.

Peraturan perundang-undangan No 1 tahun 2002 temiamberantasan
tindak pidana terorisme , pasal 31 ayat 1 “ Bend@asabukti permulaan yang
cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayaeridik berhak : a)
membuka, memeriksa dan menyita surat dan kirimatalaiepos atau jasa
pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengakapa tindak pidana
terorisme yang sedang diperiksa; b) menyadap pamazin melalui telepon dan
alat komunikasi lain yang diduga untuk mempersiapkaerencanakan dan
melakukan tindak pidana terorisme.

Pasal 31 ayat 2 “ Tindakan penyadapan sebagaimiaraksld dalam ayat 1
huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah k@emgadilan negeri untuk
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 31 ayat 3 “ Tindakan penyadapan sebagaimiarakslid dalam ayat 1
dan ayat 2 harus dilaporkan atau dipertanggung bkara kepada atasan
penyidik.

Didalam peraturan perundang-undangan pemberantéisaiak pidana
terorisme sangat jelas bahwa penyadapan diawalgatenadanya bukti
permulaan dimana bukti permulaan tersebut dapatpbhekecurigaan aparatur
penegak hukum terhadap seseorang yang diduga rkatakiindak pidana
terorisme. Ketika penyadapan diperlukan untuk meatkan bukti dimana cara

konvensional dianggap tidak bisa lagi, maka peRylrhak untuk menulis
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surat izin penyadapan yang ditujukan kepada kegmatgadilan negeri setempat.
Ketika prosedur perizinan diperoleh maka penyidiled waktu selama 1 tahun
untuk proses penyidikan (penyadapan) dan melapodemua hasil yang

didapatkan kepada atasan penyidik.

Sudah sangat jelas prosedur penyadapan terhadkgk tpiddana terorisme,
sehingga sangat kecil kemungkinan akan adnya pegefgan kekuatan atau
kekuasaan.

Berbeda halnya dengan penyadapan yang diatur dmdahdang-undang
KPK maupun undang-undang ITE. Di dalam undang-umgdarsebut tidak
dijelaskan secara rinci tentang prosedur dan tepeiyadapan. Di dalam kedua
undang-undang tersebut masih secara umum bahwadgsggn bisa dilakukan
untuk kepentingan peradilan tanpa melihat tata pargyadapan . Belum adanya
peraturan pemerintah yang secara khusus mengatiange penyadapan inilah
yang menyebabkan terjadinya pro dan kontra dibaib&glangan baik itu
pemerintah maupun masyarakat karena dianggap magggahak privasi
seseorang.

Dinegara maju penyadapan adalah tindakan yang tsaligantrol, sebab
tindakan penyadapan akan memasuki area privasirsege Negara tidak hanya
berkewajiban untuk menindak pelanggaran hukum,pitefaga melindungi
privasi warga negaranya. Bahkan, negara maju sefrérika pun dalam
melakukan penyadapan terhadap teroris memiliki miek@ pengendalian yang

ketat.
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Salah satu standar umum yang digunakan di luarrihggmyadapan hanya
bisa dilakukan jika mendapat izin dari pengadil@anyak alasan yang
digunakan mengapa penyadapan diatur secara kelaity sintuk menghindari
penyalagunaan alat penyadap juga untuk perlindupgaasi seorang warga
negara. Sebab dalam suatu kegiatan penyadapan,tdojadi ada rekaman
pembicaraan atau gambar yang sifatnya pribadi &anjuga tersadap. Misalnya,
pembicaraan antara suami istri yang sifatnya ambagi atau ada hal tertentu
bisa terjadi seorang warga negara mempunyai pasakgacan tidak resmi.
Akan sangat menyinggung perasaan dan sudah menzaesakpribadi seseorang
jika ternyata penyadapan merekam suasana kencadmatiaan sampai didengar
oleh pasangan resmi yang disadap.

Untuk mendapatkan izin dari pengadilan, di negam $suatu penyadapan
hanya bisa dilakukan terhadap seorang tersangkatesah terdapat bukti awal
sebelumnya. Misal, terdapat dokumen yang belummdiken dokumen aslinya.
Adanya pengakuan dari seorang saksi juga bisa dieaj@al meminta izin
penyadapan. Dengan demikian penyadapan sebenadmsjahaalat untuk
memperkuat suatu bukti, bukan bukti utama.

Sebenarnya diundang-undangkannya UU No 11 tahun8 2@btang
Informasi Dan Transaksi Elektronik, intersepsi agenyadapan oleh KPK
maupun aparatur negara lain tidak dapat dilakukamgan kebiasaan lama.
Menurut pasal 31 “ Setiap warga negara dilarangakeuédan penyadapan,

kecuali penyadapan tersebut dilakukan kejaksagmlisean, dan atau instansi



76

penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkdang-undan@® Hanya
lembaga-lembaga khusus yang diberi kewenanganBiahkan tidak semua
badang inteljen mempunyai kewenangan legal itu.

Akan tetapi kewenangan penyadapan ini oleh lemi@geegak hukum
sebenarnya tidak dengan mudahnya untuk dieksekelab, berdasarkan ayat 4
pasal tersebut ketentuan prosedur penyadapan nwdhathr lagi dengan
peraturan pemerintal. Namun, sampai saat ini peraturan pemerintah belum
ada. Bahkan drafnyapun belum terdengar.

Secara garis besar konsep penyadapan terdapatadaannyakni®
a. Lawful Interception
b. lllegal Secured Evidence

Lawful interception adalah penyadapan yang salraduaegkum. Penyadapan
ini dilakukan oleh penegak hukum baik itu polisikga, penyidik, KPK maupun
pihak yang berwenang setelah mengajukan permirtexauis kepada kepala
pengadilan negeri. Kecuali KPK yang bisa langsurglakukan permintaan
tertulis setelah melakukan penyidikan (penyadapan).

Lawful interception adalah metode yang sah sehimggd penyadapan yang
sudah melalui konsep atau metode lawful intercepdipat dijadikan alat bukti

di suatu pengadilan.

% Redaksi Sinar GrafikaJndang-Undang Informasi......., him.20.

2 bid

22 Dr. Sukarmi, SH.MHCyaber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku
Usaha,(Surabaya: Pustaka Sutra, 2004), him. 26.
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Penyadapan dengan menggunakan metode lawful iptencemerupakan
salah satu langkah strategis dengan memberikanneagan penuh menerapkan
penyadapan yang sah secara hukum baik itu penyadapanet, komputer
ataupun telepon.

Objek yang disadap adalah layanan layanan komunykag menggunakan
fasilitas atau melintasi network operator, accepsrator, dan atau layanan
internet melalui service provider.

Dalam lawful interception, layanan internet didifikan sebagaf®
- akses internet itu sendiri
- layanan-layanan yang menggunakan internet, seperti
- browsing ke world wide web
- emall
- groups
- chatdanicq
- voice over IP
- file transfer protocol (FTP)

- telnet, dan segala hal yang melintasi internetomadt
Tindakan penyadapan yang dilakukan mengacu padstdndar, yaitu :

1. European Telecommunications Standars Institute (EB8rbasis di Prancis

% Indra Safitrj Hukum tentang Cyber dan Teknologi di Pasar Modal Indonesia, http:/
business fortunecity, hukum cyber.
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. Communications Assistance for Law Enforcement Ataléa), berbasis di

USA

Law
Enforcement

Network Operator, AQLE&G?
Access Provider or { )

Service Provider Deliver requested Law
b - Enforcement
information Monitoring

Facility

Definisi interception menurut ETSI Interception mneakan kegiatan

penyadapan yang sah menurur hukum yang dilakukaim wétwork operator

atau akses provider atau service provider (NWP/APYS&gar informasi yang

ada selalu siap sesedia digunakan untuk kepentinigailitas kontrol

pelaksanaan hukum.

Di Eropa maupun Amerika, persyaratan terperinciamalpelaksanaan

penyadapan berbeda antar satu yuridiksi lainnyapitedalam pelaksanaan

penyadapan itu terdapat satu persyaratan umum gangg, yaitu sistem

penyadapan yang disediakan harus melaksanakanhiaesa atau pemotongan

di tengah jalan” dan pokok materi harus tidak saatau tidak terpengaruh

selama aksi pemotongan ini.

Bahkan untuk mendukung lawful interception, kelokpadustri dan agen

pemerintah masih terus mencoba menstandarisasiagolahan secara teknis
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di belakang pemotongan tersebut. Hal ini berlaltakihanya di Eropa tetapi di
seluruh negara.

Teknik implementasi penyadapan ini adaf4h :

a. penyadapan aktif, yaitu penyadapan yang dilakukaara langsung
b. penyadapan semi aktif, dan
c. penyadapan pasif.

Tetapi secara teknis kebanyakan penyadapan yasigukldn adalah dengan
mengimplementasikan penggabungan teknik aktif dasif.p

Bagaimana dengan penerapan di Indonesia? Niscayagepan ini akan
dilakukan mengingat pemerintah telah mengeluarkamaa hukum melalui
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
11/PERM.KOMINFO/02/2006, tanggal 22 februari 200€&n@ang teknis
Penyadapan Terhadap Informasi.

Tetapi implementasi lawful interception di Indoreesentu tidak mudah dan
tidak murah dilakukan, mengingat sarana dan praaatelekomunikasi yang
ada di Indonesia tidak semuanya mendukung (uncgmpintuk
diimplementasikan ke lawful interception. Malah,mkengkinan yang lebih
visible untuk dilakukan penyadapan terhadap inf@irnaah informasi yang lalu

lintasnya menggunakan layanan internet sebab sa@mgprasarana yang ada

4 Budi Agus Riswandi, Hukum Dan Internet di Indome® ogyakarta: Ull Press, 20030,
him. 54.
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telah lebih mungkin untuk dipersiapkan mendukungom(aly) lawful
interception.

Begitu pula dengan penyadapan telepon, baik igptel genggam maupun
telepon rumah. Berikut teknologi-teknologi yangudigkan dalam penyadapan
telepon %

1. Interceptor

Interceptor adalah alat yang digunakan untuk mdéakupenyadapan,
baik pembicaraan telepon rumah, GSM, maupun CDMAa Aeberapa
metode alat sadap, yaitu:

a. Menyadap sepertujuan provider (cooperation)

b. Menyadap tanpa persetujuan provider (non coop&atio

c. Menggunakan software mata-mata (spy software)

Menggunkan metode cooperation artinya penyadapamamg dilakukan
di sisi provider. Dengan demikian, pihak penyadapus memasang alat
penyadap di jaringan provider. Kelebihan metodeantlah bisa digunakan
secara luas. Dimanapun target berada, bisa diskgean mudah.

Sedangkan metode non-cooperation dilakukan tanpaaseng alat apa
pun di jaringan provider. Dengan metode ini, peayach harus dilakukan di
range jarak tertentu terhadap target (missal kudarg sekian radius meter
atau sekian kilometer). Metode ini tidak terlalurd@ntung pada provider

yang digunakan, atau dengan kata lain selama masitygunakan protocol

% Eddy Prahastaistem Informasi Elektronik, (Bndng: Informatika, 2002), him. 173.
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komunikasi yang sama, target masih bisa disaddmadgae contoh, Ayin yang
menggunakan nemer singapura pun masih bisa terséslagPK.
Berikut adalah contoh penempatan interceptor yapasedng pada sebuah

kendaraan.

Buse Radiation fepeater
station lokes

Mobile x . W
i) |
/ & f

Egvesdropper

Coba lihat gambar berikut:
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Yang kelihatan dari gambar di atas hanyalalsaleninterceptornya saja.
Kompenen-komponen yang lain tidak tergambarkan. pamen lain bisa
dipasang secara premanen maupun diinstal secarableordi sebuah
kendaraan. Alat tersebut di atas bisa bekerja dedane coo[peraton maupun
non cooperation dengan GSM provider. Bisa diopkaassecara fully passive
(non-detectable), sehingga target tidak tergangmyakya dan tidak
mengetahui saat sedang disadap. Alat itu juga masgmara otomatis
maupun manual menyadap ratusan ribu pembicaraaa slam SMS serta
menyimpannya ke dalam sebuah hardisk.

. Encrytor

Proses enkripsi penyandian) adalah proses mengamarskiatu
informasi dengan membuat informasi tersebut tidapatl dibaca tanpa
bantuan pengetahuan khusus. Waktu pramuka kitaalpedi@jarkan tentang
sandi, missal sandi rumput, sandi morse, dan &m-lyang sebenarnya
termasuk ke dalam kategori enkripsi juga dalamasikahg sederhana.

Prose penyandian ini melibatkan kunci yang dipakantuk
menyandikan (enkripsi) dan membuka sandi (dekri@®)ikut adalah contoh
penyandian sederhana:

Data yang dikirimkan : AWAS CACING

Kunci enkripsi : geser ke kana 4 huruf

Data diperjalanan : FAFW GFGMRK

Kunci dekripsi . geser ke kiri 4 huruf
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Pada contoh di atas, data aslinya adalah AWAS CA&CIietapi di
perjalanan berubah menjadi FAFW GFGMRK. Setelahpsarke penerima,
akan diubah lagi menjadi AWAS CACING. Orang yangyaap informasi
akan mendapatkan informasi berbunyi FAFW GFGMRK gydidak akan
berarti apa-apa jika sang penyadap tidak mengetlkbocinya. Bahkan
setelah mengetahui kuncinyapun, si penyadap bekntu tbisa langsung
mengetahui meksudnya, karena kata CACING pun mkamp&ata sandi
yang memiliki arti tertentu. Dengan demikian, harpihak pengirim dan
penerima yang bisa mengetahui isi informasi yakgidikan tersebut.

Alat untuk menyandikan informasi sering disebutaggl encryptor, di
antaranya adalah:

- Menggunakan encryptor yang sudah terinstal sdmatain di ponsel PDA
(missal PDA merek sogi)

- Menginstal software aplikasi GSM encryptor padagsb atau PDA 9misal
software gold lock yang bisa diinstal pada pongeluaPDA berbasis
syimbian atau software secure GSM)

- Menggunakan layanan VoIP (melalui jalur data nmgal GPRS atau 3G)
untuk berkomunikasi keluar dari ponsel pengirim ganke ponsel penerima
dan sebaliknya akan disandikan. Penyadapan yarakuddn di antara
keduanya akan mendapatkan data yang tersandikag, tigak akan bisa

terbaca.
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Berikut adalah contoh tampilan software Secure G&M melakukan

verifikasi identitas:

Eﬁfi e it
Eclentiey wWeriFication

T o emcuwre = cocure line, both dewices maarsh
dirpl s sdentcal contents e o

e s el o et obfhes poastue ased o s e
Lome cemery Bre s el e e madn abe call

3. Jammer

Jammer adalah alat yang digunakan untuk menggangtau
menggagalkan transmisi sebuah sinyal komunikatgiaHsjammer ini ada di
berbagai jenis komunikasi, misalnya radio jammadar jammer, GS jammer,
GPS jammer, dan sebagainya. Ketika anda mengendardaraan, kemudian
presiden atau tamu negara lewat dan tiba-tiba p@ms kehilangan sinyal,
anda boleh curiga rombongan tersebut sedang mekgigamming terhadap
sinyal GSM.

Berbeda dengan GSM interceptor dan GSM encryptog yausah anda
dapatkan (karena harganya yang mahal atau keteasedyang sangat
terbatas), sebuah GSM jammer bisa anda dapatkgraneelative mudah dan
murah. Berikut adalah contoh tampilan alat GSM janmyang juga bisa

berfungsi sebagai GPS jammer, yang bisa dipasakendiaraan:
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Sedangkan tampilan berikut adalah sebuh GSM jaargy iebih

portable, berbentuk layaknya ponsel:

Meskipun alat ini relative mudah didapatkan, jangaekali-kali
sembarangan menggunakannya. Di beberapa negaggupean jammer ini
secara eksplisit dianggap illegal kecuali di tentpatpat tertentu seperti
tahanan, penjara, perpustakaan, dan sebagainya.

Di Indonesia, penggunaan jammer di tempat umum bisangap
sebagai melakukan gannguan terhadap peralatan KamsunKalau hanya

dipakai sebatas di kantor sendiri, dan tidak mengga yang tidak
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berkepentingan, misalnya di ruang rapat agar rapaf tidak terganngu

dering ponsel, kemungkinan masih diperbolehkan.

Dengan adanya kasus pembicaraan ponsel antaradayinJaksa Urip

Tri Gunawan ketika berada di tahanan, bisa sajautkean pemasangan

jammer di semua tahanan dan penjara, supaya Bdaklitlagi kasus serupa.

Penyadapan hubungan telepon antara Artalyta dap Thi Gunawan
dalam kaitan prose ajudikasi, yang berstatus selbegtkwa, dengan metode
lawful wiretapped dapat dibenarkan untuk menjadiyseld sadap atau subyek
komunkasi transkip yang tergelar di Pengadilan KR kecuali penyadapan
yang privasi, merupakan illegal secured evidence.

Di Indonesia, penyadapan dengan metode illegalredoevidence tidak
memiliki suatu legalitas dan justifikasi apapunagd abuse of power, karena
sudah menyangkut privasi seseorang sehingga reasiadapan dengan metode
illegal secured evidence tidak dapat dijadikan gebaalat bukti karena
merupakan penyadapan yang tidak sah secara hukum.

Pembuktian dengan alat bukti penyadapan (alat bukti sadap)

Dengan adanya penggunaan alat bukti sadap ini mempeluang bagi
aparat penegak hukum maupun aparat negara yangermang mengungkap
tindak pidana yang sulit umtik diungkap. Penyadaparmemberikan angina
segar bagi aparat penegak hukum dalam rangka mgkeurtindak pidana
khususnya korupsi. Berikut penyadapan yang dilakukdPK dalam

mengungkap kasus tindak pidana.
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Artalyta suryani (Ayin) adalah pengusaha Indonesiag terkenal karena
keterlibatannya dalam kasus penyuapan jaksa Baniukuniditas Bank
Indonesia (BLBI). Kasus ini mendapatkan banyak aah karena melibatkan
pejabat-pejabat di kantor kejaksaan agung, dan ef&bkan mundur atau
dipecatnya pejabat-pejabat negara. Kasus ini jugigtbatkan penyadapan yang
dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dasillzenyadapan tersebut
diputar distasiun televise nasional Indonesia.

Artlyta ditangkap oleh petugas KPK pada awal ma@8, sehari setelah
Urip Tri Gunawan tertangkap dengan uang 660.00@rdas ditangan . Urip
adalah ketua tim jaksa penyelidik BLBI yang melkast pengusaha besar
sjamsul Nursalim. Kejaksaan menghentikan penyeiditersebut melalui Jaksa
Agung Muda Kemas Yahya Rahman pada tanggal 294eli2008. Percakapan
antara artlyta , urip dan kemas yang disadap olEK Khenunjukkan adanya
suap dan keterlibatan Artlyta dalam penghentiandk&d Bl.

Berikut percakapan Artalyta dengan Urip Tri Gunawamg disadap oleh
KPK dan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan

Urip- Artalyta intens melakukan komunikasi . Salahtu rekamannya,
percakapan tanggal 27 Februari 2008, sore harilabeteKejakgung
mengumumkan penutupan penyelidikan kasus BLBI II.

Artalyta Suryani (A)

Urip Tri Gunawan (U)

A : Hallo? Sudah beres?
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U : Sip, sudah beres. Pokoknya nggak ada macamamaca
A : Pokoknya ini minggu (2 Maret 2008), aku suddh.aAku sudah siap.
( Ini maksudnya adalah Dana suap sebesar USH#G60

U : Garuk-garuk ya? Aku kan garuk-garuk tangan ini.

A : Garuk-garuk tangan?

U : Ngerti toh?

A : Ohiya..

U : Pokoknya tenang aja, aman sekali pokoknya.

A : Ya udah ini jangan terlalu lama, barang ituuciahku kelamaan, di
brankasku.

U : Aku kan juga mengamankan dokumen-dokumen itougsenanti ya itu kan.
Yang ex-ex kemarin itu harus tak amankan semuaalasampai muncul
kemana-mana. Tapi sesuai aku bilang kemaren nggak i

A : Yang bilang kemarin berapa? Kan enam.

U : Belum bonusnya ya? Aku garuk-garuk kepala itu?

A : Aku udah komit, aku udah putus bicara itu séama

U : Gitu ya... tambabhin dikitlan ...

2 Maret 2008, atau dua hari setelah Kejagung metiga@ penyelidikan
kasus BLBI. Kembali keduanya melakukan percakamdikd& hendak mengambil
uang di kediaman Hang Lekir.

U : Jalan apa?
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A : Terusan Hang Lekir. Kawasan Simprung WG9. WGnao sembilan.

Rumahnya itu di huk, yang gede tinggi itu.

U : Nomor mobil DK 1832. Halo ibu, saya sudah dvae rumah ini.
A : oo klakson aja klakson.

Dengan adanya penyadapan pembicaraan telepon @mtatgta dan Urip
maka proses peradilan kasus suap BLBI pun diprése$a tanggal 21 Mei 2008
Artalyta Suryani diancam hukuman penjara maksinma [tahun dan minimal
satu tahun dalam dakwaan primer Jaksa. 18 Juni 3@f#hg tindak pidana
korupsi dengan terdakwa Artalyta Suryani kembaiietiir di pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Jakarta. Agendanya masih mendengded@rangan saksi yaitu
staf Kejaksaan Agung bernama Paino dan rekaalytarlRomulus Pranata. 14
Juli 2008 dalam persidangan, Artalyta membantabmealn suara yang selama ini
diperdengarkan sebagai suaranya. 18 Juli 2008 Rdssantut Umum menolak
pembelaan yang diajukan Artalyta. 21 Juli 2008 Rdilgn Tindak Pidana
Korupsi kembali menyidangkan Aetalyta Suryani selbagrdakwa dalam kasus
suap terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan dengan agkmdit atau pembelaan atas
replik Jaksa Penuntut Umum Artalyta. 29 Juli 2088lakwa penyuap Jaksa Urip
Tri Gunawan, Artalyta Suryani , dihukum sesuai ttizn jaksa, yaitu selama lima
tahun, dan denda Rp 250 juta, oleh majelis hakimddk Pidana Korupsi
(TIPIKOR). Ketua majelis hakim Mansyurdin Chanialgersama empat hakim
lainnya menyatakan tidak ada alasan yang meringad&d perbuatan Artalyta .

Mereka menilai perbuatan wanita yang biasa disaga Au telah mencederai
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tatanan penegakan hukum di Indonesia. Terdakwa jtidak mengakui
kesalahannya serta memberikan keterangan yanglibédig yang memberatkan
hukuman.

4 November 2008 pengadilan tinggi Tindak Pidana wSr )TIPIKOR)
menambah hukuman Artalyta Suryani lima bulan ddtpl250 juta subsider lima
bulan kurungan. 21 Februari 2009 Artalyta Surydaeiap divonis lima tahun
penjara oleh Mahkamah Agung (MA). Majelis hakim M#enolak upaya hukum
kasasi yang diajukan artalyta. Ketua majelis hakirtidjo Alkotsar di Jakarta.
Putusan tersebut menguatkan putusan PengadilangiTifAgpikor yang
menghukum Artalyta lima tahun penjara dan denda2Bp juta subsider lima
bulan kurungan.

Demikian juga Urip Tri Gunawan untuk kali pertamifadirkan sebagai
terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tipikor padgdal 24 Juni 2008. Mantan
ketua tim penyelidik kasus bantua Likuiditas Bamkldnesia (BLBI) Sjamsul
Nursalim itu menghadapi dua jerat hukum. Dakwaamap®g adalah kasus suap
USD 660.000 dari Artalyta. Jerat hukum kedua sglaliterbaru adalah dugaan
pemerasan saksi kasus BLBI yang juga mantan KeBaldan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) Glenn Muhammad Surya.jMW.@uf. Kasus yang
disimpan rapi oleh Komisi Pemberantasan KorupsiKKiu baru dibuka dalam
sidang kemarin

Jaksa Urip Tri Gunawan diduga tak hanya memintay Uapada Artalyta

Suryani , kolega konglomerat Sjamsul Nursalim. jDga memeras Glann Yusuf .
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Glenn adalah orang yang punya andil penting dal@mapganan utang para
konglomerat dalam Bantuan Likuiditas Bank IndoneSjamsul adalah salah satu
konglomerat yang menerima BLBI.Berikut kesaksiakssaReno, pengacara
Gleen
Babak | (kesaksian Reno)
Percakapan langsung Urip dan Reno saat Reno mémbarang Rp 110
juta kepada Urip di Kejaksaan Agung, Februari 2008:
Urip : Genapin sajalah.
Reno : Genapain berapa, pak? 150 atau 2007?
Urip : Genapain Rp 1 M.
Reno : Wah, apa mampu klien saya?
Urip : ya mampulah, kalau perlu kan bisa minta SjanNursalim (pemilik Bank
BDNI)
Reno : Saya bicarakan dulu dengan klien saya (RantylO juta tetap diterima).
Babak Il (kesaksian Reno)
Percakapan Reno dan Urip lewat telepon:
Reno : Pak, klien saya tidak bisa memenuhi.
Urip : Ya, harus bisalah, kan bisa minta sjamsuisislim.
Reno : Kenapa harus klien saya, pak? Pejabat BRRMdk tidak?
Urip : Kan harus ada korban.
Babak Il (dibacakan hakim)

Percakapan Urip dan Reno, 11 Februari 2008:
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Pesan pendek Reno : “Pak Urip, kami siap untuk mapkgn pada hari selasa
atau rabu dengan nilai dolar.”

Urip menelepon dengan nada marah (rekaman dipeaden :

Urip : “Nggak usah SMS begitu, kampungan sekaliepen aja!”

Reno : Ya, maaf, pak.

Pada tanggal 13 Februari glenn lagi-lagi menyekddri itu juga Reno
menyerahkan USD 90.000 dalam pecahan seratuskigiada Urip di Delta Spa
and Massage Grand Wijaya, Jakarta Selatan. Atdsigannya itu Urip diancam
pidana pasal 12 huruf e UU Pemberantasan TindaknRidorupsi dalam
dakwaan pertama dan pasal 12 huruf b UU yang safaendlakwaan kedua.

Dakwaan berikutnya adalah kasus suap USD 660.00Adalyta Suryani
alias Ayin. Menurut Jaksa penuntut umum SarjonanT Wrip tertangkap tangan
di depan rumah Jalan Terusan Hang Lekir Il WG 9 fBug Jakarta Selatan
dengan barang bukti USD 660.000. Uang tersebutdbed#angan Urip terkait
jabatannya selaku pegawai kejaksaan berdasarkan rebdkman (penyadapan)
pembicaraan Artalyta dengan Urip yang disadap d&emisi pemberantasan
korupsi. Urip telah memberitahukan perkembangaryglatikan perkara korupsi
yang sifatnya rahasia. Melalui mulut Urip, bos BDIS$jamsul Nursalim
berkesempatan tidak hadir dalam proses penyelidikan

Atas perbuatannya itu Urip diancam pidana pasal hl2uf b UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancanadsimal 20 tahun.

Dalam dakwaan subsider Urip diancam pasal 5 ayab (@asal 5 ayat (1) huruf b
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UU yang sama. Tak cukup sampai disitu, dalam kgang berhubungan dengan
Artalyta, Urip diancam dakwaan labih subsider yaiaisal 11 UU Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Kasus lain yang berkaitan dengan penyadapan adaabs pelabuhan
Tanjung Api-Api. Komisi Pemberantasan Korupsi keibaemutar hasil
penyadapan antara anggota komisi IV DPR RI, Al-Amimr Nasution dengan
sejumlah pihak terkait dugaan kasus korupsi yangjenatnya.

Penyidik KPK, Sagita Hariyadin menyatakan ada sigbhmama di Komisi
IV DPR yang disebut-sebut dalam rekaman KPK, memikataranya Yusuf
Emir Nasution, Azwar Chesputra, Sujud Siradjuddéanjar Pranowo, Hilman
Indra, Ishartanto, Sarjan Taher, dan Fahri Anduasd. Demikian diungkapkan
Sagita saat memberi kesaksian di persidangan t@edAk Amin Nur Nasution di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Al Amin didakwa menerima suap dalamukagelepasan
kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telangikipembangunan Samudera
Tanjung Api-Api di kabupaten Banyuasin, Sumaterdatda, dan pelepasan
kawasan hutan lindung di kabupaten Bintan.

Selain itu, Al Amin juga didakwa memeras PT Al Megaosystem dan PT.
Data Script dalam pengadaan GPS Geodetik, GPS éthddh GPS Total Station
pada Departemen Kehutanan (Dephut).

Sagita menyatakan, dari hasil penyadapan terungkiamya penyerahan

uang Rp 2,5 miliar dari Kepala Badan Otorita Petetou Tanjung Api-Api,
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Sofyan Rebuin yang didampingi pengusaha asal PalegpbChandra Antonio
Tan pada 25 Juni 2007. Saat itu Yusuf Emir Faisshgatakan: “Wah, ini sama
dengan penyerahan sebelumnya pada tahun 2006 séesg5 miliar juga”.
Penyerahan dilakukan di ruang kerja Sarjan Tah&ediung DPR, Senayan.

Sagita menambahkan, berdasarkan hasil penyadagataldii pula uang
sebesar Rp 1 miliar kemudian dibagi-bagikan ke atggdomisi IV DPR.
Sedangkan sisanya, Rp 1,5 miliar dibagikan ke i, lyakni Azwar Chesputra,
Al Amin Nur Nasution, Fahri Andi Leluasa, dan Sarjdaher masing-masing
menerima Rp 175 juta. Sedangkan Yusuf Emir Faighal juga termasuk tim
lobi menerima Rp 225 juta.

Dalam kasus Bintan, terungkap sejumlah pertemuakniypada 14
November 2007 di ruang 1603 DPR yang merupakangriarja milik anggota
Komisi IV DPR dari Fraksi PPP, Usamah Muhammad Addar. Pertemuan
dihadiri oleh Sekda Bintan Azirwan, Al Amin, Usam&ujud Siradjuddin, dan
Azwar Chesputra. Sore harinya kembali dilakukan tgpenan di Hotel
Intercontinetal yang dihadiri oleh Al Amin, Azwath€sputra, dan Azirwan. Pada
24 November 2007 di Restoran Neosuki Hotel Clagsing dihadiri oleh
Azirwan, Al Amin, Azwar Chesputra, dan Sujud Sixatijin.

Terkait kasus Bintan terungkap adanya permintaarbahan Rp 2 miliar
dari Azwar Chesputra. Azwar menyatakan hal terskbpaida Al Amin melalui
telepon pada 24 November 2007. Azwar juga sempatceniakan hasil

pemanggilan dirinya oleh KPK kepada Al Amin. Saat, iAzwar bersumpah
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bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari petaér daerah Bintan untuk
pelepasan kawasan hutan lindung. Direkaman Al Amsgmpat tertawa
mendengar cerita azwar.

Uang suap yang diterima Al Amin dari Azirwan dibdgigikan kepada ti
lobi sebesar Rp 2,1 miliar, Rp 75 juta untuk uasagu anggota DPR yang
berkunjung ke India pada 2 Desember 2007, dan Rpj@&a diberikan saat Al
Amin bersama anggota DPR melakukan kunjungan kerfarovinsi Riau.

Sagita juga membacakan transkip pesan singkataawtarAmin dengan
ketua Komisi IV DPR, Ishartanto terkait kasus diimgsi hutan lindung di
kabupaten Bintan. Dalam SMS, Al Amin menyatakan ttinBintan 2 meter”,
kemudian Ishartanto menjawab, “Oke, lanjutkan”.

Sedangkan terkait kasus pengadaan GPS di Departdfetmtanan
terungkap Al Amin sempat menolak uang sebesar Rpta@ari Eko Widjajanto
selaku ketua panitia pengadaan GPS. Menurut Sagitamin menolak karena
uang itu tidak sesuai dengan permintaannya.

Bahkan dalam rekaman, Al Amin sempat mengancam akambongkar
pengadaan GPS tersebut di rapat kerja Komisi I\dp#ég permintaannya yakni
komisi 8 % dari nilai kontrak tidak dikabulkan.

Sagita menyatakan, untuk kasus yang menjerat ARAKIPK mendapatkan
9 sampai 10 laporan pengaduan masyarakat sejak 2004. Lalu, pada 2 Juni
2007 pimpinan KPK mengeluarkan surat perintah péfikan.”"Kami mulai

melakukan penyadapan sejak surat perintah keluata KSagita menjawab
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pertanyaan jaksa Suwarji yang menanyakan dasataSdgnh tim malakukan
penyadapan.

Menanggapi hal tersebut, Al Amin selalu menyangkdahs sangkalannya
tersebut, hakim Edward kemudian mempersilahkanajakstuk memutar tiga
buah rekaman pembicaraan telepon masing-masing kasus Bintan, Tanjung
Api-Api, dan pengadaan GPS di Dephut. Namun, Al Ameétap pada pendirian
dan menanyakan dasar melakukan penyadapan tertiedAp Amin. Sementara
jaksa Suwarji menyatakan, Al Amin memiliki hak uktmengelak. Namun ia
menegaskan pembuktian melalui pemutaran rekamait pesyadapan dan
keterangan saksi tetap akan dilakukan.

Dari keterangan diatas merupakan beberapa kasuy dapat diungkap
dengan menggunakan alat bukti penyadapan. Sehaeyggan dijdikannya hasil
penyadapan sebagai alat bukti bisa membongkar kasus kejahatan

khususnya yang dapat merugikan negara.



BAB IV
AnalisisHukum Pidana | slam Terhadap

Alat Bukti Penyadapan

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Pembuktian dengan Alat

Bukti Penyadapan

Untuk mengungkap secara hukum tentang benarkah telgadi tindak
pidana serta apakah sesungguhnya yang menyebab&sembkanya itu,
diperlukan bukti yang kongkrit pada saat terjaditipglak pidana atau dengan
kata lain diperlukan pengganti alat bukti yang ddmkan undang-undarig.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang bergsiggarisan dan
pedoman tentang cara-cara yang diberikan undangagndntuk membuktikan
kesalahan yang didakwakan kepada terdgksegangkan dalam hukum islam,
yang dimaksud dengdmembuktikan sesuatiadalah memberikan keterangan
dan dalil hingga dapat menyakinkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembuldtaiah suatu proses
mempergunakan atau mengajukan atau mempertahalsitaadad bukti di muka

persidangan sesuai dengan hukum acara yang berkdhingga mampu

! Waluyadi,llmu Kedokteran Kehakimaget. Ke-3 (Jakarta: Djambatan, 2007), him. Vii.

2 Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperittan diadili di sidang
pengadilan. Sedangkdrersangkaadalah seorang karena perbuatannya atau keadaaerdasarkan
alat bukti permulaan patut diduga sebagai pelaldak pidana. Lihat KUHAP pasal 13 dan 14.

® M. Yahya Harahap, PembahasBermasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninja@mbali cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika,
2000), him. 25.
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menyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-daligymnenjadi dasar gugatan
atau dalil-dalil yang dipergunakan menyanggah teptkebenaran dalil-dalil
yang dikemukakan oleh pihak lawéan.

Pembuktian berfungsi untuk memberikan kepastiatatgnkebenaran fakta
hukum yang menjadi pokok sengketa bagi hakir{arena hakim akan selalu
berpedoman dalam menjatuhkan putusannya dari pasibuktian ini, maka
pembuktian menempati posisi penting dalam jalanrpersidangan di
pengadilar?.

Sedangkan cara untuk menyakinkan hakim, salah ysauengan alat bukti.
Seperti yang telah dikemukakan bab sebelumnya, &adiat bukti menurut
pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidafeat, laukti yang sah
ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, suratunp&, dan keterangan
terdakwa’

Kemudian di dalam islam alat-alat bukti pada maaauRah SAW adalah:
al-Bayyinah (fakta kebenaran), sumpah, saksi, btédtiulis, firasat, qurah
(undian) dan lain-lain. Kemudian menurut fugahad-alat bukti adalah: al-lgrar
(ikrar), Syahadah (saksi), yamin (sumpah), nuk@nfpakan terguagat untuk

bersumpah dalam menguatkan haknya), gasamah (suygrah dilakukan

4 Anshoruddin Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam darkuru Positif,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), him. 121.

®> Bahtiar Efendi dkk,Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian dalam Perkarad&e
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), him. 50.

® AnshoruddinHukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan RuRositif him. 31.

" C.S.T KansilKitab Undang-Undang Hukum Acara Pida@iakarta: PT. Pradnya Paramita,
2003), him. 87.
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berulang kali oleh penggugat dalam kasus pembunuliamu pengetahuan
hakim, garinah (indikasi-indikasi tertenfial tersebut berdasar atas firman
Allah SWT sebagai berikut:

OF ilS LY 5 Jaally S oSy il g 0 53388 panna Jad ) s a5 13] ) gial 03 Ll L

ale G OIS ¢ lud At i 5 4 A Gy Ga) e g3 Jlad s Al ) el (i)
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LY AY) Laalaa) SHilaalaa) Jumi Glelagdll o (ygia i gae el Jasd Gala LSSy
o palgill o gl s dilaie Jandl ASI3 alal ) 1 Sl a0 5885 il salisY 5l s alalifelag il
iy 1 saedl gla piYT Flia aSile uld oSin Wy X6 ualaslad OS5 OIY) )iy
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Ayat tersebut di atas untuk menuliskan utang pmitdetika bermuamalah
memerintahkan persaksian untuk menguatkan bukti-bulpabila hal tersebut
dipahami lebih lanjut maka dalam sebuah pembukti@@merlukan sebuah
tulisan atau saksi.

Seperti halnya dengan penyadapan yang merupakath k®ierangan yang
dibuat oleh seorang ahli atas permintaan pentidikgyberwenang mengenai
hasil penyadapan terhadap elektronik, berdasarkaitmbéwannya untuk
kepentingan peradilan. Sehingga penyadapan kemunandijadikan sebuah
alat bukti yang kedudukannya dalam tinjauan huksiam dapat dikategorikan

sebagai berikut:

8 T.M Hasbi Ash ShiddiegyPeradilan dan Hukum Acara IslaffBandung: Al-Ma’arif,t.t),
him.116.
° Al-Bagarah (2): 282.
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1) Merupakan alat bukti garinah (petunjuk)

Qarinah secara bahasa diambil dari k&t@ugaranah” yang berarti
“musabahah” (pengertian atau petunjuk). Sedangkan secaraahstidapat
diartikan tanda-tanda yang merupakan hasil kesiamplidkim dalam menangani
berbagai kasus melalui ijtihad.

Hasil dari penyadapan yang dilakukan oleh penyigituk mendapatkan
petunjuk-petunjuk, sebagai hasil penyadapan tetsebarupakan sebuah
kesimpulan dari semua isi pembicaraan penyadaparg gapat memberikan
petunjuk-petunjuk yang mengarah pada penemuan halkti lain maupun
mengarah pada tersangka lain. Oleh karena itu pepgea dapat dimasukkan ke
dalam alat buktgarinah (petunjuk).

2) Merupakan alat bukti pendapat ahli (al-khibrah)

Dasar hukum mengenai perlunya meminta keteranganpgindapat ahli (al-
kibrah) berbunyi:

100 sl ¥ S o S A Jal 15l i U agall a3 W s W) L e Uik Lag

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa kita wagittalmya kepada seorang
yang mempunyai keahliaan dalam hal ini mempunyandmpuan dalam hal
tertentu jika kita tidak mengetahui. Sehingga Witgib bertanya kepada seorang
yang mempunyai pengetahuan apabila kita tidak mehgehal tersebut dalam

rangka penyelesaiaan suatu masalah pidana.

12 An-Nahl (16): 43
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Inisiatif untuk meminta bantuan seorang pendaphtasdéu beberapa orang
pendapat ahli bisa datang dari hakim atau darigosemng berpekara dan atas
keterangannya wajib disumpah di muka hakim, tgtepidapat ahli tersebut tida
mengikat ahli. Misalnya pendapat ahli di bidangdedran, bidang tekhnologi
dan lain sebagainya.

Menurut Ibnu Qayyim al-Juziyah, keterangan sak#i d@ihsini diantaranya
ialah mengenai sesuatu yang khusus diketahui digtalali ilmu pengetahuan
dan teknologi, seperti mengenai hal-hal yang megkaintentang analisisa
penyadapan ataupun proses identifikasi yang haikgatiui oleh seorang ahli
yang dalam bidang teknologi. Maka dalam hal-hadleut, kesaksian satu orang
ahli dibidangnya dapat diterima apabila tidak datapelainnyd?

Kemudian alat bukti pendapat ahli tersebut bistuaeg dalam dua bentuk.
Yang pertama adalah setelah si ahli tersebut mksaehasil penyadapan, maka
ia dapat memberikan keterangannya apa yang ia Wetdalam sidang
pengadilan. Yang kedua adalah setelah si ahli hetsenemeriksa hasil
penyadapan, ia mengeluarkan surat yang di dalatmerysi apa yang ia ketahui
dari hasil pemeriksaan tersebut.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa/gmapan merupakan
alat bukti keterangan atau pendapat ahli, karetakunengetahui apakah suara

hasil penyadapan tersebut sesuai dengan suaradsikwa atau tersangka

115.

1 AnshoruddinHukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan HtuRositif, him.

2 1bnu Qayyim al-Jauziyattjukum Acara Peradilan Islamhim. 227.
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haruslah orang yang mempunyai keahlian dalam bidekgologi kecuali si
terdakwa memang mengakui kalau suara di dalam pepga tersebut adalah
suaranya.
3) Merupakan alat bukti tulisan (surat)

Penyadapan bisa dimasukkan ke dalam alat buktsatuli karena hasil
penyadapan yang telah diperiksa atau diteliti glebrang ahli teknologi dapat
dituangkan dalam sebuah surat atau tulisan sesmgjad hasil pemeriksaan
yang ia ketahui.

Dasar hukum mengenai perlunya pembuktian dengatn teukilis adalah:

o 58S (camna Jal () o 230035 13) ) gl () el
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Ayat tersebut membuktikan bahwa pembuktian itu nrrkan bukti
tertulis, yang menuliskannya harus adil dalam metiya. Sehingga jelas
bahwa untuk mendapatkan keadilan itu, dalam swasit penyadapan haruslah
dikeluarkan oleh ahli teknologi yang mempunyai kiead dan sumpah
sebelumnya.

Jumhur fugaha berpendapat, bahwa membuat buktulisermaupun
mengadakan saksi adalah hal yang dianjurkan sagnbdiwajibkan. Dalam hal

itu at-Thabari dan Daud mewajibkan bukti tertulis. iOleh karena jumhur

13 Al-Baqarah (2): 282.
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berpendapat demikian, maka bukti tertulis ini tidakenjadi masalah yang
penting di dalam kitab-kitab fikih islam. Bahkan nelea berselisih pula dalam
memutuskan syarat-syarat menerima bukti tertulis Ringkasnya para fugaha
tidak menjadikan bukti tertulis sebagai salah satibukti yang pokok?

Akan tetapi bukti hasil penyadapan yang dituanglalam sebuah tulisan
oleh seorang ahli merupakan bukti tulisan yangktidarsifat mengingatkan,
sifatnya lebih untuk mengetahui sebuah tindak @dgang terjadi. Misalnya
kasus bom Bali | tahun 2002 lalu. Dalam menggunaianbukti ini penyidik
merujuk pada pasal 27 peraturan pemerintah periggatdng-undang Republik
Indonesia No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasaak PPidana Terorisme.

Meskipun mengundang kontroversi, namun Jaksa Penubdimum
bersikukuh bahwa pembacaan keterangan ahli dagdidatian Singapura yang
tidak dapat hadir ke persidangan adalah sah keazesaai deskripsi alat bukti
dalam undang-undang.

Hal tersebut dapat dilakukan karena dengan benseamnang ahli, yang
kemudian menganalisis hasil penyadapan kemudiagehgrkan sebuah memo
yang kemudian dijadikan alat bukti tulisan atawasur

4) Merupakan alat bukti al-lgrar (kesaksian)
Al-Igrar atau kesaksian dalam hukum acara islanerdik dengan sebutan

“asy-syahadah’; menurut bahasa antara lain artinya:

1 Hasbi ash-Shiddigi®eradilan dan Hukum Acara Islarhim. 156-157.
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a. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.

b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan, yang diperalehgan
penyaksian langsung

c. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami damatrela. Seperti
perkataanisaya menyaksikan sesuatudrtinya saya mengalami serta
melihat sendiri sesuatu itu, maka saya ini sebsajesi'®

Demikian halnya dengan penyadapan yang dilakukadabarkan surat
perintah yang telah ada. Penyadapan yang dilakukah seorang aparat
penegak hukum ataupun lembaga negara yang berwenaerpak
menyampaikan apa yang ia ketahui di depan pengadii@ ini didasarkan pada
pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian laggsiaupun pernyataan
atau pemberitaan yang pasti.

Sebagai contoh kasus Al Amin Nur Nasution,Sagitahssatu anggota KPK
yang diberi perintah atau mandat untuk melaksangksyadapan terhadap Al
Amin menjadi saksi di dalam kasus Al Amin. Hal ididasarkan pada
pengetahuan Sagita yang secara langsung melaksapakgadapan sehingga
mengetahui kronologi pernyataan-pernyataan yangjuhkkan oleh terdakwa.

5) Merupakan alat bukti al-Bayyinah (fakta kebenaran)

15 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menBW, (Jakarta:
Bina Aksara, 1986), him. 203.
'8 sayyid SabigFigh as-Sunnah(Beirut: Dar al-Fikr,tt.), him: 332.
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Al-Bayyinah atau fakta kebenaran merupakan ketemaryging ada. Dalam
hal ini keterangan bisa didapat dari apa yang adeandpat kejadian perkara
ataupun pada waktu kejadian perkara.

Dengan demikian, penyadapan merupakan penggalignaga yang ia
ketahui.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekuatan Pembuktian dengan Alat Bukti
Penyadapan

Penyadapan merupakan salah satu instrument pemindg membuktikan
kebenaran faktual yang berkaitan dengan suatu k&stdisk pidana tertentu,
khususnya kasus tindak pidana dengan mengguna&talal elektronik yang
canggih. Pendekatan yuridis tentang penyadapaalaidperatutan perundang-
undangan pidana di Indonesia menunjukkan bahwapgatdnasalah mendasar
mengenai kedudukan penyadapan dimaksud sebag& sata wujud dari
keterangan ahli atau saksi ahli. Kedudukan ketenarahli (antara lain dalam
bentuk sebuah penyadapan yang dituangkan dalanukbémisan oleh saksi
ahli) dalam peradilan pidana di Indonesia mengaaagketentuan yang dimuat
di dalam pasal 120 dan pasal 179 Kitab Undang-Usétarkum Acara Pidans.
Selain ketentuan yang terdapat dalam pasal djegasdi atur di dalam pasal 43

Undang-Undang Dan Transaksi Elektrofik.

" Lihat Anggota IKAP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidarém.55, 79.
18 Lihat Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi
Elektronik(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him.26.
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Sebagaimana telah kita ketahui bahwa hakim tidakateuntuk mendengar
keterangan ahli, sehingga hakim bebas untuk meadeys atau tidak. Akan
tetapi bila keterangan ahli yang telah dicatat mabeerita acara tidak digunakan,
maka hakim harus menjelaskan alasannya dalam puysamengapa hal
tersebut tidak dilakukan atau tidak menjadi dasatipbangart®

Kemudian setelah diketahui bahwa penyadapan datgauan hukum islam
masuk dalam alat tulisan (surat), alat bukti peatahli, alat bukti garinah
(Petunjuk), alat bukti al-igrar (kesaksian), seatat bukti al-bayyinah (fakta
kebenaran). Selanjutnya akan dibahaskekuatan dasingrmasing alat bukti
tersebut menurut hukum islam.

1) Alat bukti tulisan (surat)

Jumhur fugaha berpendapat, bahwa membuat buksatylidemikian pula
mengadakan saksi adalah hal yang dianjurkan sa&gnbdiwajibkan. Dalam hal
itu at-Thabari dan Daud mewajibkan bukti tertutis?’ Dalam hal ini bukti
tertulis itu sifatnya merupakan pengingat sepeainya dalam kasus uatang
piutang.

Penyadapan memang merupakan alat bukti yang beakbedkumen
(rekaman), akan tetapi dari rekaman tersebut ddpaangkan dalam bentuk

sebuah tulisan apabila hal tersebut diperlukanin§gh dalam hal ini, bukti

19 M. Nasir,Hukum Acara Perdatélakarta: Djambatan, 2003), him. 184-185.
% Hasbi ash-Shiddigi€eradilan dan Hukum Acara Islagrhim. 156-157.



107

tulisan dari hasil rekaman tidak bersifat mengikgat akan tetapi untuk
mengetaui tindak pidana yang terjadi.

Misalnya saja dalam kasus bom Bali | tahun 2002amatindak pidana
tersebut penggunaan alat bukti berupa alat penyatdap rekaman video
sebenarnya sudah diterapkan. Dalam hal ini Jaksan®é Umum bersikukuh
bahwa pembacaan rekaman keterangan saksi dariiddys Singapura adalah
sah, karena hal tersebut sesuai dengan undanggngang mengatur.
Keterangan saksi tersebut bisa mengungkap segalsatseyang berkaitan
dengan kasus bom Bali I. Oleh karena itu, tanpanyaddukti rekaman maka
kasus bom Bali | tersebut tidak akan terungkapjnggfa penyadapan yang
terdapat dalam kasus bom Bali yaitu saat meledaklom tersebut adalah
merupakan bukti pokok (primer) dalam hal pembuktian

Demikian juga di dalam islam, manusia diperintahiiatuk menyampaikan
amanat kepada yang hak dan memutuskan perkarardsegdil-adilnya. Hal ini
sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:
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Berdasarkan nas-nas yang ada di dalam al-Qurarpumatadis, dapat
diketahu bahwa hukum ialam (syari) mempertimbamgkikemaslahatan

manusia sebagai tujuan awal dibentuknya hukum.

“An-Nisa (4): (58)
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Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa untuk meaittan kemaslahatan
ataupun keadilan dalam menentukan perkara, maki pesyadapan yang
dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pendapat athali yang berkompenten

harus dikeluarkan untuk memperkuat hakim dalam g keputusan.

2) Alat bukti pendapat ahli

Inisiatif untuk menerima bantuan seorang pendaplaatau beberapa orang
pendapat ahli bisa dating dari hakim atau dari @rgang berpekara dan atas
keterangannya wajib disumpah di muka hakim. Misalpgndapat ahli dibidang
kedokteran, teknologi dan lain sebagaiffya.

Walaupun pendapat ahli ini tidak mengikat hakimgratetapi pada dasarnya
pendapat ahli seharusnya bisa menjadi dasar peamigamn hakim, karena
seorang ahli itu lebih tahu apa yang terjadi dadg hakim, karena dia
menguasai bidang keahliannya.

Mungkin dalam hal-hal atau kasus-kasus tertentierefindak pidana
korupsi ataupun terorisme, alat bukti bisa darekatgan saksi atau pengakuan
korban maupun pengakuan terdakwa, sehingga aldt pekyadapan (sadap)

hanya sebagai bukti penguat hakim saja. Walaupgitubehasil penyadapan

115.

22 Anshoruddin,Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan HuRwsitif, him.
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juga sangat diperlukan untuk menghindari hal-halgyiidak diinginkan seperti
pengakuan palsu serta untuk memperjelas kasus.

Akan tetapi ada beberapa tindak pidana yang mehkarlyppenanganan
secara khusus seperti tindak pidana suap atauparistee. Dalam hal ini
penyadapan bisa digunakan untuk menjerat parakigedaseperti misalnya
kasus Artalyta suryani ataupun Urip teri Gunawam kiesus-kasus suap lainnya.

Untuk mengetahui hasil penyadapan tersebut, apdlesii penyadapan
tersebut sesuai dengan suara, waktu dan tempag diaérlukan bantuan ilmu
teknologi yang selanjutnya dituangkan dalam bemuligan.

Hal tersebut di atas senada dengan Ibnu Qayyimuzayah yang
menyatakan: keterangan saksi ahli di sini diantaaalah mengenai sesuatu
yang khusus diketahui oleh ahli-ahli ilmu pengetahuSeperti hasl penyadapan
berupa suara saja yang telah terekam yang hanya diafah atau diidentifikasi
oleh para ahli di bidang teknologi. Maka dalahteatebut, kesaksian saru orang
ahli dibidangnya dapat diterima, apabila tidak patayang selainny®

3) Alat bukti garinah (petunjuk)

Petunjuk atau garinah terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Qarinah Qanuniyyah (urfiyah)yaitu qarinah yang telah
ditentukan oleh undang-undang
b. Qarinah Qadaiyyah (syar’iyyah) yaitu qarinah yang

merupakan kesimpulan hakim setelah memeriksa gerkar

% |bnu Qayyim al-Jauziyattjukum Acara Peradilan Islanflm. 227.
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Seperti yang kita ketahui bahwa penyadapan mengada pasal 5 Undang-
Undang Informasi dan Transaksi elektrofiikpaka penyadapan masuk dalam
kategoriQarinah Qanuniyyah (urfiyah).

Oleh karenajarinah ini ditentukan oleh undang-undang, maka kekuatanny
tidak perlu dipertanyakan lagi, karena sudah mempaaturan-aturan yang
pasti. Sehinnga dalam hal formil, penyadapan ddisanpulkan alat bukti yang
kuat karena telah ditentukan undang-undang.

4) Alat bukti al-igrar ( kesaksian)

Pemerikasaan hasil penyadapan dibuat berdasarkanyamg telah terjadi,
sehingga kesaksian dari baik itu para ahli maupueras negara yang diberi
surat tugas penyadapan yang kemudian menjadi siakdalam persidangan
haruslah diangkat sumpah dan jabatannya sehindgp teenjaga kejujuran
tentang apa yang terjadi.

Hal tersebut terdapat dalam firman Allah sebageakbe

oS | e ol delagd Jandl Uy (el 581 5350 gial ) Lally
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5. Alat bukti al-bayyinah (fakta kebenaran)

4 Redaksi Sinar GrafikaJndang-Undang Iformasi dan Transaksi Elektrotikn. 7.
% An-Nisa (4): 135.
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penyadapan merupakan penggalian dari apa yang laetaabli sehingga
didapat keterangan-keterangan berdasarkan apaaéetphui. Sehingga hal ini
dapat memperkuat duduk perkara dalam sebuah tpidaka.

Tanpa bantuan ilmu teknologi, mungkin hasil penpamatidak akan dapat
diidentifikasi ataupun diketahui maksudnya. Dengdanya ahli teknologi dapat
memperjelas hasil penyadapan dan dapat memperaki ldalam mengambil
keputusan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwaygmapan atau hasil
rekaman yang dituangkan dalam bentuk apapun mesinpkt bukti yang tidak
mengikat bagi hakim, sehingga penyadapan merupakabukti pelengkap saja

Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, misalnygaskdom Bali I, bukti
yang ada hanyalah bukti rekaman saja, sehinggd halshman tersebut
merupakan bukti pokok yang harus dipegangi hakitnkumenggali alat bukti
lainnya.

Dalam tinjauan huum islam, hal tersebut merupaketuskebutuhan untuk
mendapatkan kebenaran dan keadilan, karena sela&ing harus memutuskan
perkara dengan seadil-adilnya, seperti firman Allah

O iaSa 1305 Lelal (V) Bl 5058 o S e b il )

OIS ) ) 4y oSy Laai i) ) J 22l )5S 8 W)

26 51a bsens

% An-Nisa (4); 58.
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Maka penyadapan yang kemudian diteliti ataupun aliisan oleh tim ahli
merupakan suatu kebutuhan, berkenaan dengan adaaya kebutuhamd-
daruriyyah sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna $&epientingan
keadilan. Di samping itu dari sida’rif secara umum ulamasul al-figh
mempunyai consensus bahwa maslahah adalah penfaghadapnaqasid asy-
syariah yang merupakan manifestasi dagl-maslahah, yaitu untuk

memperoleh kebenaran dan keadfian.

2" Asy-Syatibi,Al-Muwafagat fi Ushul asy-Syari’afi.t.p: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t), Il: 6.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah penyusun membahas dan mempelajari serim@mauan hukum
islam terhadap pembuktian dengan alat bukti perpadaakhirnya ada beberapa
hal yang dapat dijadikan kesimpulan:

1. Penyadapan atau rekaman hasil penyadapan dalaauamjhukum islam
masuk dalam alat bukti tulisan (surat), alat bydé¢ndapat ahli, alat bukti
garinah (petunjuk), alat bukti al-igrar (kesaksjas®rta alat bukti al-bayyinah
(fakta kebenaran).

2. Hasil penyadapan atau hasil rekaman merupakan baikti yang tidak
mengikat bagi hakim sehingga penyadapan merupdkarbakti pelengkap
saja. Kan tetapi dalam kasus-kasus tertentu yaadhadyalah hasil rekaman
saja, maka penyadapan merupakan bukti pokok yangs ldipegangi oleh
hakim. Sehingga hasil penyadapan yang bisa jugaludikkan oleh seorang
ahli merupakan suatu kebutuhan, berkenaan dengaryaduatu kebutuhan
ad-daruriyyah sebagai realisasi kemaslahatan magusia suatu kepentingan
keadilan.

3. Penyadapan merupakan alat bukti yang sah baikaitusggi hukum positif
maupun hukum islam, karena untuk mencari sebuahdilaea maka
penyadapan bisa dilakukan oleh aparat penegak hudammaparat negara

yang berwenang.
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B. Saran-saran
Saran-saran yang perlu penyusun kemukakan sehuburdgngan
pembahasan mengenai tinjauan hukum islam terhadapbyktian dengan alat
bukti penyadapan adalah sebagai berikut:

1. Dengan dijadikannya penyadapan sebagai alat bakig ysah memberikan
angin segar bagi para aparat penegak hukum. Naglumtadanya ketentuan
yang pasti tentang tata cara ataupun proses pegamdaembuat adnya pro
dan kontra tentang penyadapan ini. Sehingga dikarapemerintah segera
menyusun peraturan tentang prosedur penyadapandylakgkan oleh aparat
yang berwenang supaya tidak terjadi penyelewengkndsaan

2. Untuk menjamin mendapatkan bukti yang maksimalrdgbaoses peradilan,
maka penyadapan yang memerlukan keterangan hagesasdibuat oleh
ahlinya. Kemudian hakim haruslah terikat pada hpsityadapan itu yang
merupakan alat bukti keterangan atau fakta yandanyang isinya dapat
dipertanggung jawabkan oleh pembuatnya.

3. Dalam memutuskan hukuman terhadap suatu tindak@jdzakim haruslah
terikat pada alat-alat bukti. Dalam hal ini semlat &ukti yang berkaitan
haruslah dikumpulkan. Salah satu contoh adalah pggilan keterangan
saksi ahli dalam persidangan harus dilakukan urmémperjelas surat

keterangan yang dibuat.
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LAMPIRAN |

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu prasgdgrkelanjutan yang harus
senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamikatggadi di masyarakat;

b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkadohesia sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskbentliknya pengaturan
mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Eleirdi tingkat nasional
sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapatkwhkkan secara optimal,
merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyargkaf mencerdaskan
kehidupan bangsa;

c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologirir#sr yang demikian pesat
telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan siardalam berbagai
bidang yang secara langsung telah memengaruhi nighirbentuk-bentuk
perbuatan hukum baru;

d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi makir harus terus
dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memlelk persatuan dan
kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perunddaggan demi kepentingan

nasional;



e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berpesantimy dalam perdagangan
dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewajudkesejahteraan
masyarakat;

f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangaknologi Informasi
melaluiinfrastruktur hukum dan pengaturannya sejangemanfaatan Teknologi
Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah ghagingunaannya dengan
memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budagayarakat Indonesia;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana siichalalam huruf a, huruf
b,huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu memtuk Undang-Undang tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat :
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasgardl Republik Indonesi
Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI

ELEKTRONIK.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpdka elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, pataangan, foto, electronik
datainterchange (EDI), surat elektronik (electrommil), telegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kdaaes, simbol, atau perforasi
yang telah diolah yang memiliki arti atau dapattiigmi oleh orang yang mampu
memahaminya.
. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum vyaditakukan dengan
menggunakanKomputer, jaringan Komputer, dan/atadiaredektronik lainnya.
Teknologi Informasi adalah suatu teknik untulengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisgatda menyebarkan
informasi.
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Eighkik yang dibuat, diteruskan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk alag, digital,
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang atagdilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui Komputer atau SistemtElelk, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, ramcafggo atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasg yaamiliki makna atau arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memajgamin
Sistem Elektronik adalah serangkaian perandkat prosedur elektronik yang
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolahgamalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atauyeieErkan Informasi
Elektronik.
Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah peaatarf Sistem Elektronik oleh

penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dantatyarakat.



7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungdya Sistem Elektronik atau
lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatte8isElektronik yang dibuat untuk
melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informéeditiénik tertentu secara
otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yangr&iéat elektronik yang memuat
Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menwajukstatus subjek hukum
para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeédaar oleh Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik.

10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalahabadukum yang berfungsi sebagai
pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan gaugdiit Sertifikat
Elektronik.

11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembadapenden yang dibentuk oleh
profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleamerintah dengan
kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikabtdadan dalam Transaksi
Elektronik.

12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangarg yiandiri atas Informasi
Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkangan Informasi Elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi alatentikasi.

13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang tersikas atau terkait dengan
Tanda Tangan Elektronik.

14. Komputer adalah alat untuk memproses datareteki magnetik, optik, atau
system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, penyimpanan.

15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi de8ggtem Elektronik yang berdiri
sendiri atau dalam jaringan.

16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karalktmnya atau kombinasi di
antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat meagakemputer dan/atau

Sistem Elektronik lainnya.



17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihang dibuat melalui Sistem
Elektronik.

18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkdarinasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik.

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerimanhaf®i Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dari Pengirim.

20. Nama Domain adalah alamat internet penyeleaggegara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakam de&rkomunikasi melalui
internet, yang berupa kode atau susunan karakteg yeersifat unik untuk
menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

21. Orang adalah orang perseorangan, baik wargarandgdonesia, warga negara
asing, maupun badan hukum.

22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangaoeataahaan persekutuan, baik
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadammuku

23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat laigapg ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2
Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yanglakukan perbuatan
hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang &ik, yang berada di wilayah
hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indtameyang memiliki akibat
hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di ludayah hukum Indonesia dan

merugikan kepentingan Indonesia.

BAB I
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Eekt dilaksanakan
berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kediaih iktikad baik, dan

kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.



Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Edekt dilaksanakan dengan

tujuan untuk:

a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagiamaksyarakat informasi
dunia;

b. mengembangkan perdagangan dan perekonomiannalsialam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayapublik;

d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada sellggng untuk
memajukanpemikiran dan kemampuan di bidang penggunalan
pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal munglan dertanggung jawab;
dan

e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastiennh bagi pengguna dan

penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB llI
INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
Pasal 5

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perlsan dari alat bukti
yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku ¢hdonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektiondinyatakan sah apabila
menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketenyang diatur dalam
Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/at®okumen Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlakikun
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuatndaentuk tertulis; dan



b. surat beserta dokumennya yang menurut Undangsigntlarus dibuat dalam
bentuk akta notaril atau akta yang dibuat olehlyjsjpembuat akta.

Pasal 6
Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang didélam Pasal 5 ayat (4) yang
mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbeettilis atau asli, Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sapanjang informasi yang
tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkgamih keutuhannya, dan dapat

dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatia&g.

Pasal 7
Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hal y@lah ada, atau
menolak hak Orang lain berdasarkan adanya InforBlag&tronik dan/atau Dokumen
Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elekltodan/atau Dokumen
Elektronik yang ada padanya berasal dari Sisterhtielek yang memenuhi syarat

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengirimanasu Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informadektonik dan/atau
Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat ydmemar oleh Pengirim ke
suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipeekam Penerima dan telah
memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kériRengirim.

(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaamtsulnformasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informadektonik dan/atau
Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik divea kendali Penerima
yang berhak.

(3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Siskdektronik tertentu untuk

menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadad@ saat Informasi



Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasukitesrs Elektronik yang

ditunjuk.

(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem inéminyang digunakan dalam
pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik/af@u Dokumen Elektronik,
maka:

a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elekikodan/atau Dokumen
Elektronik memasuki sistem informasi pertama yaegabta di luar kendali
Pengirim;

b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elelkodan/atau Dokumen
Elektronik memasuki sistem informasi terakhir ydegada di bawah kendali

Penerima.

Pasal 9
Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui SisEektronik harus
menyediakan informasi yang lengkap dan benar kerkadengan syarat kontrak,

produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10
(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan dksinstElektronik dapat
disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga SedifiKeandalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan fiteate

Pasal 11
(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukdam akibat hukum yang sah
selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkaityd kepada Penanda

Tangan;



b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik padapsas¢s penandatanganan
elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;

c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Eldktyamg terjadi setelah
waktu penandatanganan dapat diketahui;

d. segala perubahan terhadap Informasi Elektroaikgyterkait dengan Tanda
Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatean dapat diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk memgitkasi siapa
Penandatangannya; dan

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwaaRda Tangan telah
memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektrgang terkait.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda TangarktEdaik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12
(1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangdektenik berkewajiban
memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elekigrangdigunakannya.
(2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagairdanaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya meliputi:

a. Sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain vVidiagy berhak;

b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kekt&ihuntuk menghindari
penggunaan secara tidak sah terhadap data tedmibyatan Tanda Tangan
Elektronik;

c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, nmakggu cara yang
dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektrataupun cara lain
yang layak dan sepatutnya harus segera memberaahkpada seseorang
yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai TBaugan Elektronik
atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tanga&irdtiik jika:

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatada TTangan

Elektronik telah dibobol; atau



2. Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dagaimbulkan risiko
yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data petdm Tanda Tangan
Elektronik; dan

d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untolendukung Tanda Tangan

Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kelreman keutuhan semua

informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektroteksebut.

(3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketensebagaimana dimaksud

pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerutin konsekuensi hukum
yang timbul.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM
ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
Pasal 13
(1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyaendgertifikasi Elektronik
untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus m&ikan keterkaitan suatu Tanda
Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
(3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiast
a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indoneda
b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
(4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indones@abadan hukum Indonesia dan

berdomisili di Indonesia.

(5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing ydregoperasi di Indonesia harus
terdaftar di Indonesia.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai PenyelenggarartiftBasi Elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengatuRe Pemerintah.



Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaiman@aakisud dalam Pasal 13 ayat
(1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan iafsirgang akurat, jelas, dan pasti
kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:
a. metode yang digunakan untuk mengidentifikaseReéa Tangan;
b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui daitgpeimbuat Tanda Tangan

Elektronik; dan
¢ hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kekeain dan keamanan Tanda

Tangan Elektronik.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Pasal 15
(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harusnyeienggarakan Sistem
Elektronik secara andal dan aman serta bertanggjavgab terhadap
beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestiny
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggunglpterhadap Penyelenggaraan
Sistem Elektroniknya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayatd&lk therlaku dalam hal dapat
dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan/athu kelalaian pihak

pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16
(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undangamgd tersendiri, setiap
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperastkiatem Elektronik yang
memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronilanftau Dokumen
Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retemg ditetapkan dengan

Peraturan Perundang-undangan;



b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, kektent kerahasiaan, dan
keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyeleragoma Sistem Elektronik
tersebut;

c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atanjydetialam Penyelenggaraan
Sistem Elektronik tersebut;

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yamgndmkan dengan bahasa,
informasi, atau simbol yang dapat dipahami olehalpilyang bersangkutan
dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik terseant;

e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk ragajkebaruan, kejelasan,
dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggai@iatem Elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan fiteate

BAB V
TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pasal 17

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapatkaldan dalam lingkup publik
ataupun privat.

(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektra@kagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan ratesi dan/atau pertukaran
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronikasea transaksi berlangsung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggarabmansaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengatuRe) Pemerintah.

Pasal 18
(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalawntak Elektronik mengikat
para pihak.
(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilihkima yang berlaku bagi

Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.



(3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukumdadh Transaksi Elektronik
internasional, hukum yang berlaku didasarkan padas aHukum Perdata
Internasional.

(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetagkaimm pengadilan, arbitrase,
atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yiaingang berwenang
menangani sengketa yang mungkin timbul dari Tragidalektronik internasional
yang dibuatnya.

(5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan foruebagaimana dimaksud pada ayat
(4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, l@mbaga penyelesaian
sengketa alternatif lainnya yang berwenang menarsgarmgketa yang mungkin

timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada Hs&um Perdata Internasional.

Pasal 19
Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik s$anmenggunakan

SistemElektronik yang disepakati.

Pasal 20
(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Trd@seElektronik terjadi pada saat
penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telabrdiia dan disetujui Penerima.
(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektregllagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penanisacara elektronik.

Pasal 21
(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Trangd&ktronik sendiri, melalui
pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui AgektEdnik.
(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibltim dalam pelaksanaan
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada(aydiatur sebagai berikut:
a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum alpelaksanaan Transaksi

Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yaadransaksi;



b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segaldbaa hukum dalam
pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggawalp pemberi kuasa; atau

c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segal&ibmt hukum dalam
pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggumgalp penyelenggara
Agen Elektronik.

(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkaagay beroperasinya Agen
Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara famg terhadap Sistem
Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggungaja penyelenggara Agen
Elektronik.

(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkaagay beroperasinya Agen
Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasaaten, segala akibat hukum
menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayatdak terlaku dalam hal dapat
dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan/athu kelalaian pihak

pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22
(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu haruswyediakan fitur pada Agen
Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkanggunanya melakukan
perubahan informasi yang masih dalam proses transak
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggargemA Elektronik tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengatuRen Pemerintah.

BAB VI
NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI
Pasal 23
(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Udah#&atau masyarakat berhak

memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaf&atama.



(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimamaksud pada ayat (1)
harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggarsip persaingan usaha
secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.

(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usatha masyarakat yang
dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara taalp oleh Orang lain,
berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Donraekdud.

Pasal 24

(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah danvisésyarakat.

(2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nabwmain oleh masyarakat,
Pemerintah berhak mengambil alih sementara pergeidNama Domain yang
diperselisihkan.

(3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wahayndonesia dan Nama
Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannyargang tidak bertentangan
dengan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan &labBomain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)udiatengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronikngadisusun menjadi karya
intelektual, situs internet, dan karya intelektyahg ada di dalamnya dilindungi
sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketanPeraturan Perundang-

undangan.

Pasal 26
(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perugdamdangan, penggunaan setiap
informasi melalui media elektronik yang menyangklatta pribadi seseorang

harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bedstany



(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagairdemaksud pada ayat (1) dapat
mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkardasarkan Undang-
Undang ini.

BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak steimgsikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnf@miasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatang/anelanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak steimgsikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnf@miasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatarjyzkan.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak stdoasikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnf@miasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatanngienaan dan/atau
pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak stdoasikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnf@miasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatanmpeasan dan/atau

pengancaman.

Pasal 28
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak ivemkge berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumelamdarlransaksi
Elektronik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak berkge informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atampsuhan individu dan/atau
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas salgama, ras, dan

antargolongan (SARA).



Pasal 29
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirinmkormasi Elektronik
dan/atauDokumen Elektronik yang berisi ancaman feslen atau menakut-nakuti

yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hakna¢tawan hukum mengakses
Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orangnldengan cara apa pun.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hakna¢tawan hukum mengakses
Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan carapapadengan tujuan untuk
memperoleh Informasi Elektronik dan/atau DokumeskEbnik.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa haknagdawan hukum mengakses
Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan carapymadengan melanggar,

menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman

Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa haknaggawan hukum melakukan
intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elekirastan/atau Dokumen
Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau SistemktEdaik tertentu milik
Orang lain.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa haknaggawan hukum melakukan
intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik déed Dokumen Elektronik yang
tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam su#omputer dan/atau Sistem
Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yangdidmenyebabkan perubahan apa
pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, ilaeggin, dan/atau
penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumdekitonik yang sedang

ditransmisikan.



(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada @y dan ayat (2), intersepsi
yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atamime@an kepolisian,
kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum laiyayg ditetapkan berdasarkan
undangundang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carargefesi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hakmstiawan hukum dengan cara apa
pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan ntisins merusak,
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suafarniasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atalikipublik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hakmetiawan hukum dengan cara apa
pun memindahkan atau mentransfer Informasi Eleltratan/atau Dokumen
Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yédgk berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud padalgyyang mengakibatkan
terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dok&no Elektronik yang
bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh puldikgan keutuhan data yang

tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atawamelaukum melakukan
tindakan apa pun yang berakibat terganggunya SiskEektronik dan/atau

mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bgkeebagaimana mestinya.

Pasal 34
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hakregkwan hukum memproduksi,
menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, disgibusikan,

menyediakan, atau memiliki:



a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputeg yirancang atau secara
khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuasragaimana dimaksud
dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal ysegnis dengan itu yang
ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat sésk dengan tujuan
memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud daksal 27 sampai dengan
Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (Brbtikdak pidana jika ditujukan
untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian eistElektronik, untuk
perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secata g@an tidak melawan hukum.

Pasal 35
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atawamelaukum melakukan
manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangargrpsakan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agarrimési Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-oldh gang otentik.

Pasal 36
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atawamelaukum melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 isdempgan Pasal 34 yang

mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37
Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan dimang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 8&rdillayah Indonesia terhadap
Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdikslonesia.



BAB VIl
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 38

(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhagittag yang menyelenggarakan

Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologiforinasi yang

menimbulkan kerugian.
(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secaraakidaw terhadap pihak yang

menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau meradgum Teknologi

Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, aeslengan ketentuan

Peraturan Perundangundangan.

Pasal 39
(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan keten®eraturan Perundang-
undangan.
(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaidiar@ksud pada ayat (1), para
pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitetau lembaga penyelesaian
sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentBaraturan Perundang-

undangan.
BAB IX
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 40

(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknolobgbrmasi dan Transaksi
Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Pangrdndangan.

(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum darakegenis gangguan sebagai
akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan 3aksi Elektronik yang

mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketemaeaturan Perundang-

undangan.



(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institasigymemiliki data elektronik
strategis yang wajib dilindungi.

(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksuda payat (3) harus membuat
Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektronikngdasmenghubungkannya
ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengandatan

(5) Instansi atau institusi lain selain diatur padgat (3) membuat Dokumen
Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuaingde keperluan
perlindungan data yang dimilikinya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran PemdriseEbagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengantBexa Pemerintah.

Pasal 41
(1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan penanfafieknologi Informasi
melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem r&iléktdan Transaksi
Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang in
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud padalgydapat diselenggarakan
melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2} daguiliki fungsi konsultasi

dan mediasi.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 42
Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana duwlakdalam Undang-
Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalankubh Acara Pidana dan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.



Pasal 43
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Repubiillonesia, Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah ydingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transak$ektronik diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dichalalam Undang-
Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakulkearyidikan tindak pidana
di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elekiko
(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi darafsaksi Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedraglerlindungan terhadap
privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publitegiitas data, atau keutuhan
data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perunddaggam.
(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadamsedditronik yang terkait dengan
dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izingkp&ngadilan negeri setempat.
(4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penystaagaimana dimaksud pada
ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanyaetgmgan pelayanan umum.
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dsudkada ayat (1) berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari sese@atag¢) adanya tindak pidana
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya undidkngar dan/atau diperiksa
sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengayaatiagaan tindak pidana
di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undarg in
c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporankatarangan berkenaan
dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undadgfg ini;
d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atdanBbalsaha yang patut
diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undardghy ini;
e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atanasgang berkaitan dengan
kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakatuk melakukan tindak

pidana berdasarkan Undang-Undang ini;



f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertgantg diduga digunakan
sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana barkas ketentuan Undang-
Undang ini;

g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap ddat atau sarana
kegiatanTeknologi Informasi yang diduga digunakeocasa menyimpang dari
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam pmkkgn terhadap tindak
pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau

i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidaeedasarkan Undang-
Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acaragiging berlaku.

(6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahaesryjdik melalui penuntut
umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negmpat dalam waktu
satu kali dua puluh empat jam.

(7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dsudk pada ayat (1)
berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi NegRepublik Indonesia
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyangpaikasilnya kepada
penuntut umum.

(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Infornt&ektronik dan Transaksi
Elektronik, penyidik dapat berkerja sama denganyigén negara lain untuk

berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44
Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaasidhng pengadilan menurut
ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam keterReaundang-undangan; dan
b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik daiat Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan drggkita Pasal 5 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3).



BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimanakdud dalam Pasal 27 ayat
(), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidanagdenpidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rpl.00@00,00 (satu miliar
rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimanakdud dalam Pasal 28 ayat
(1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjaliagpéama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 rfs&ar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimamakdud dalam Pasal 29
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 ieles) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah

Pasal 46

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimanakdud dalam Pasal 30 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lamanén@ tahun dan/atau denda
paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juteinjip

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimameksud dalam Pasal 30 ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lamaujoh(} tahun dan/atau denda
paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus jupaatu).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimamakdud dalam Pasal 30 ayat
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lamae&fdn) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratusrjudiah).

Pasal 47
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dichalkkdam Pasal 31 ayat
(1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjaliagpéama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00p@eleatus juta rupiah).



Pasal 48

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimanakdud dalam Pasal 32 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lamae&fdn) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimanakdud dalam Pasal 32 ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lamae®nlggan) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliprah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimanakdud dalam Pasal 32 ayat
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lamasEpuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima mitigiah).

Pasal 49
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dichattglam Pasal 33,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 [igeptahun dan/atau denda paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dichalkdam Pasal 34 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lamasg&puluh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh mitigrah).

Pasal 51
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimamakdud dalam Pasal 35
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 ieles) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas nriligiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimamakdud dalam Pasal 36
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 feles) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas nriligiah).



Pasal 52

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksudndaPasal 27 ayat (1)
menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksualadegh anak dikenakan
pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud da&sal 30 sampai dengan Pasal
37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem tElrlk serta Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Penméah dan/atau yang
digunakan untuk layanan publik dipidana dengan radgokok ditambah
sepertiga.

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud d@&sal 30 sampai dengan Pasal
37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem tielk serta Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Perméah dan/atau badan
strategis termasuk dan tidak terbatas pada lempagahanan, bank sentral,
perbankan, keuangan, lembaga internasional, aont@nerbangan diancam
dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masasgig Pasal ditambah
dua pertiga.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimakslahd&asal 27 sampai dengan
Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengdana pokok ditambah dua
pertiga.

BAB XIlI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semuauPamaPerundang-undangan
dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfiakaalogi Informasi yang
tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dikgatéetap berlaku.



BAB XIlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
(1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggahdangkan.
(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkangpama 2 (dua) tahun setelah
diundangkannya Undang-Undang ini. Agar setiap oramgngetahuinya,
memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dgpgy@@mpatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 pril 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
Ttd
ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2008 NOMOR 58



LAMPIRAN Il

HALAMAN TERJEMAHAN

HLM.

FOOT
NOTE

TERJEMAHAN

BAB |

Sesungguhnya Allah menyuruh melakukan keadilan
berbuat kebajikan serta memberi karib kerabat,

melarang berbuat yang keji dan yang mungkar

kedzaliman. Dia mengajarkan kepadamu, mudah-mud
kemu mendapat peringatan.

10

15

Barang siapa mendapat petnjuk, maka hanyan
mendapat petunjuk untuk dirinya. Barang siapa ysesat,

maka bahaya kesesatannya hanya atas dirinya ptdag©

yang memikul dosa tiada akan memikul dosa orang
Kami tiada menyiksa (suatu kaum), sehingga Kams
seorang rasul (kepadanya).

BAB I

21

Kebanyakan mereka tiada mengikut, melainkanate
mata dugaan saja. Sesungguhnya dugaan itu tiadg
untuk mendapat kebenaran sedikitpun. Sesungguhitgia
Maha mengetahui apa-apa yang mereka perbuat.

23

Hai orang-orang yang beriman, untuk menjadksig
diantara kamu, bila salah seorang kamu akan meaiir
dunia, ketika hendak berwasiat, ialah dua orang i di
antara kamu atau dua dua orang lain yang bukarases
dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di mukaib
lalu kamu ditimpa malapetaka maut. Jika kamu bingh

terhadap kedua orang yang bukan islam itu, makauk.

tahan keduanya sesudah sembahyang, lalu kedt
bersempah dengan Allah: Kami tiada mengambil U
untuk berdusta menjadi saksi ini, meskipun terhaddajb
kerabat dan kami tiada menyembunyikan kesaksiaahA
jika kami berbuat demikian, niscaya kami termastdng-
orang berdosa.

dan
dan
ahan

aka

lai
utu

cuk
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17

Hai orang-orang yang beriman, apabila kanmpiltang
dengan suatu piutang, hingga masa yang ditetay

nkan,

hendaklah kamu tuliskan; dan hendaklah seoranglipe

nu




diantaramu menuliskannya dengan keadilan. Jangg
enggan penulis itu menuliskannya, sebagaimana Adiialh
mengajarkan kepadanya, sebab itu hendaklah
menuliskan; dan hendaklah membacakan orang

berutang(akan utangnya kepada penulis) dan herdak
takut kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dikgkan
hak orang sedikitpun. Kalau orang yang berutangaidoh,
lemah atau tiada kuasa membacakan, hendaklah s
membacakan dengan keadilan. Persaksikanlah piutar
dengan dua orang saksi laiki-laki dan jika tidala atha
orang laki-laki, cukuplah seorang laki-laki dan dwang
perempuan diantara orang-orang yang kamu sukaiaahe
saksi-saksi, karena jika lupa salah seorang demyar
teringat oleh yang lain. Janganlah enggan saksi-sak
bila mereka dipanggil orang. Janganlah kamu m
menuliskan piutang itu, baik sedikit ataupun banyakgga
sampai janjinya. Demikianlah itu lebih adil di sidlah dan
lebih menguatkan kepada saksi dan lebih dekat lee
tiada keraguan, kecuali perniagaan yang tiadarjgry@ng
kamu perputarkan diantara kamu, maka tiada ber
kamu, jika tiada kamu tuliskan>. Persaksikanlahbdpa
kamu berjual beli. Janganlah diberati penulis dalisisitu.
Jika kamu perbuat, niscaya kamu menjadi fasik. Takt
kepada Allah dan Allah mengajarkan kepadamu. DéahA
Maha mngetahui tiap-tiap sesuatu.
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31

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah tegak

keadilan, serta menjadi saksi bagi Allah, meski@uas
dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan karib kerabatirka

pesakitan itu orang kaya ayau miskin, maka Allabine

mengetahui keadaan keduanya. Maka janganlah |
menurut hawa nafsu, sehingga kamu tiada berlakuJik
kamu berputar atau berpaling, sesungguhnya Allahal\
mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.

174

Kamu

38

40

Kami tiada mengutus sebelum engkau (ya Mukbaain
melainkan beberapa laki-laki, yang Kami wahyukapakia
mereka. Sebab itu kamu tanyakanlah kepada oramgy
ahli kitab (Taurat dan injil), jika kamu tiada tahu

>

Dra

BAB IV

94

Hai orang-orang yang beriman, apabilankkderpiutang
dengan suatu piutang, hingga masa yang ditetay

kan,

hendaklah kamu tuliskan; dan hendaklah seoranglipe

nu




diantaramu menuliskannya dengan keadilan. Janganlah

enggan penulis itu menuliskannya, sebagaimana Adiialh
mengajarkan kepadanya, sebab itu hendaklah

ia

menuliskan; dan hendaklah membacakan orang yang

berutang(akan utangnya kepada penulis) dan herdak
takut kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dikgkan
hak orang sedikitpun. Kalau orang yang berutangaidoh,

a

lemah atau tiada kuasa membacakan, hendaklah waaliny

membacakan dengan keadilan. Persaksikanlah piutar
dengan dua orang saksi laiki-laki dan jika tidala atha
orang laki-laki, cukuplah seorang laki-laki dan dwang
perempuan diantara orang-orang yang kamu sukaiaahe
saksi-saksi, karena jika lupa salah seorang demyar
teringat oleh yang lain. Janganlah enggan saksi-sak
bila mereka dipanggil orang. Janganlah kamu m
menuliskan piutang itu, baik sedikit ataupun banyakgga
sampai janjinya. Demikianlah itu lebih adil di sidlah dan
lebih menguatkan kepada saksi dan lebih dekat lee
tiada keraguan, kecuali perniagaan yang tiadarjgry@ng
kamu perputarkan diantara kamu, maka tiada ber
kamu, jika tiada kamu tuliskan>. Persaksikanlahbdpa
kamu berjual beli. Janganlah diberati penulis dalisisitu.
Jika kamu perbuat, niscaya kamu menjadi fasik. Takt
kepada Allah dan Allah mengajarkan kepadamu. DéahA
Maha mngetahui tiap-tiap sesuatu.

96

10

Kami tiada mengutus sebelum engkau (ya Mukbeain
melainkan beberapa laki-laki, yang Kami wahyukapakia
mereka. Sebab itu kamu tanyakanlah kepada oramg
ahli kitab (Taurat dan injil), jika kamu tiada tahu

98

13

Hai orang-orang yang beriman, apabila kampilt@ng
dengan suatu piutang, hingga masa yang ditetay
hendaklah kamu tuliskan; dan hendaklah seoranglipe
diantaramu menuliskannya dengan keadilan. Jangg
enggan penulis itu menuliskannya, sebagaimana Adiialh
mengajarkan kepadanya, sebab itu hendaklah
menuliskan;

103

21

Sesungguhnya Allah  menyuruhmu, supaya K
membayarkan amanah kepada yang empunya, dan a
kamu menghukum antara manusia, hendaklah kamu h
dengan kadilan. Sesungguhnya Allah sebaik-baik ajan
kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar
Maha melihat.
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106

25

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kkege
keadilan, serta menjadi saksi bagi Allah, meskiatas
dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan karib kerabatdika

pesakitan itu orang kaya ayau miskin, maka Allabihle

mengetahui keadaan keduanya. Maka janganlah |
menurut hawa nafsu, sehingga kamu tiada berlakuJaick
kamu berputar atau berpaling, sesungguhnya Allahal\
mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.

174

amu

a

107

26

Sesungguhnya Allah  menyuruhmu, supaya K
membayarkan amanah kepada yang empunya, dan a
kamu menghukum antara manusia, hendaklah kamu h
dengan kadilan. Sesungguhnya Allah sebaik-baik ajan
kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar

amu
pabila
hkum

)
lagi

Maha melihat.




LAMPIRAN Il

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Abdul Qodir Audah

Beliau adalah alumnus fakultas Hukum Universitagdaada tahun 1930.
beliau pernah menjabat sebagai DPR Mesir dan sédiagan kanan Mursyid al-Am
Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-BaanrDalam pemerintahan
beliau pernah menjabat sebagai hakim yang dicol&d rakyatnya sebab memiliki
prinsip mau mentaati UU selain ia yakin bahwa Ulsdbut tidak bertentangan
dengan Syari'at. Adapun karya beliau adalah kit&iasyri’ al-Jina’l al-Islam
(hukum Pidana Islam) dan al-Islam wa Auda’una at-&u (Islam dan peraturan

perundang-undangan)

Ahmad Wardi Muslich

Dilahirkan diserang banten tanggal 20 maret 1% 1amat sekolah SR tahun
1955 kemudian empat tahun kemudian lulus sekolahengah serta liyah tahun
1962, setelah itu ia melanjutkan kuliah ke fakugari’ah IAIN Syarif Hidayatullah
dengan lulus sarjana muda tahun 1967 dan luluarsatgngkap (Drs) tahun 1984
pada IAIN Sunang Gunung Jati Serang. Beliau beegrafebagai dosen mulai tahun
1968 sampaim sekarang. Karya ilmiyahnya antaraHaikum pidana Islam, Teori

Syubhat dalam Hukum Pidana Islam dan lain sebagainy

Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Muhammada Hasby Ash-Shigdieghir di
Lhoksemawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904, itahdseorang ulama Indonesia
yang terkenal sebagai seorang dhgh, ushul figh, tafsir, hadits dan ilmu kalam.

Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa syari’amidiarsifat dinamis dan elastis,



sesuai dengan perkembangan masa dan tempat, sadamg&ng lingkupnya
mencakup segala aspek kehidupan manusia baik habuengan sesama manusia
maupun dengan Tuhannya. la wafat di Jakarta padggal 09 Desember 1975.

Imam Tirmidzi

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin SabnahMusa bin
Dahhak As-Sulami Al-Bugi. Lahir di Termez, Tadzilis, Zulhijjah 209H/824M. at-
Tirmidzi termasuk ahli hadis yang kuat daya hafalrgerdas, teliti, serta terpercaya.
Imam Bukhari juga banyak mengambil hadits dari Tilzn Kitab sunan at-Tirmidzi
menjadi sangat penting bagi pengkajian ilmu haditseam at-Tirmidzi memiliki
pedoman pokok dalam menyaring hadits untuk dimaaulkde dalam kitabnya, yaitu
meneliti apakah hadits itu digunkan oleh para &h sebagaihujjah hukum atau
tidak. la wafat di Termez, 13 Rajab 279H/ 892 M.

Imam Syafi’i
Imam asy-Syafi'l nama lengkapnya adalah Muhamniad Itris as-Syafi’l

seorang keturunan Hasyim lbn al-Mutalib. la dilaair di Gazza, sebuah kota kecil
di wilayah Syam (Palestina sekarang) pada tahunHI367 M. Guru Imam Syafi’l

banyak sekali diantaranya Muslim lbn Khalid seoraidj figh yang terkenal pada
waktu itu, dan seorang mufti Makkah. Dalam waktung/dbersamaan mam yafi'l
belajar pula ilmu hadist kepada Syufyan lbn ‘Uyhingeorang guru hadist di
Makkah. Demikian pula Imam Syafi’'l belajar ilmu hstdkepada Imam Malik di

Madinah, selain itu Imam Syafi’'l juga belajar figmam Abu Hanafah melalui

Muhammad al-Hasan al-Syaibani. Dengan demikian apat dikatakan sebagai
pelajar yang menguasai dua corak pemikiran fighgyndapat pada saat itu, yaitu
corak rasional di Irak dan corak asar di Hijaz.FOkarena itu pola pemikiran Imam

Syafi’l merupakan sintesa antara kedua pola figbetaut.

Imam al-Bukhori



Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdullah Muhammad Mwhammad lbn
Muhammad al-Bukhari. Lahir di kota Bukhara padaggai 15 Syawal 194 H. Pada
tahun 210 H, ia beserta ibu dan saudaranya meram#kdah haji. Selanjutnya ia
tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui patzggha dan ahli hadist. la mukim
di Madinah dan menyusun kitab al-Tarikh al-KabiadB masa mudanya berhasil
menghafal 70.000 hadist dengan seluruh sanadnydnadga untuk menjumpai para
muhaddisin adalah dengan melawat ke Baghdad, Baki#fah, Makkah, Syam,
Hunas, Asyqalan, dan Mesir. Setelah usia lanjyieii ke Khurasan, sebuah kota
kecil di Samarkand sampai wafatnya pada akhir biRamadhan tahun 356 H.
Karyanya yang sangat terkenal di dunia islam adatab Sahih al-Bukhari.

M. Yahya Harahap

Beliau adalah praktisi hukum ternama yang telalyddat dalam dunia hukum
sejak tahun 1961. lahir di Parau Sorat Sipirot @iafi Selatan) tanggal 18 Des 1934,
beliau menempuh kuliah pada fakultas Hukum USU y&sitas Sumatra Utara),
dalam karirnya beliau berprofesi sebagai seoramgrhaiulai tahun 1961 sampai

tahun 2000 dengan jabatan terakhir ketua muda @idarum pada MA.



LAMPIRAN IV

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Tithuk Rindi Astuti

Tmpt/Tgl. Lahir : Sleman, 26 Desember 1986

Agama : Islam

Alamat Jogja : Dukuh Donokerto Turi Sleman Yogy#k&5551
Alamat Asal : Dukuh Donokerto Turi Sleman Yogyakas5551

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Drs. Suparyono
Pekerjaan Ayah : Guru

Nama lbu : Sri Murwani
Pekerjaan Ibu . Ibu Rumah Tangga
DATA SAUDARA

Kakak - Yunita Rindi Astuti

- lpuk Rindi Astuti
Adik -

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SD N Il Turi Sleman Yogyakarta
(tahun 1992 s/d 1998)

Sekolah Lanjutan Pertama : SMP N | Turi Sleman abgyta
(tahun 1998 s/d 2001)



Sekolah Menengah Umum : SMU N | Sleman Yogyakarta
(tahun 2001 s/d 2004)
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



	HALAM JUDUL
	ABSTRAK
	NOTA DINAS
	PENGESAHAN
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Pokok Masalah
	C. Tujuan dan Manfaat
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoritik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN



